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RINGKASAN

Pajak Penghasilan merupakan penerimaan terbesar bagi Negara Indonesia
dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan dan beroperasi di
Indonesia yang membayarkan Pajak Penghasilan tersebut. PT ABC merupakan
salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang memiliki andil dalam
pembayaran pajak ke kas negara. Kegiatan sehari-hari PT ABC adalah
memproduksi berbagai macam jenis kertas dan pulp. PT ABC sedang berproses
untuk melakukan pembenahan seluruh sistem yang ada guna menunjang
perkembangan dan kemajuan perusahaan dan sebagai perusahaan komersil, maka
PT ABC berusaha untuk mendapatkan laba seoptimal mungkin dan menginginkan
untuk membayar pajak seefisien mungkin, sehingga diperlukan perencanaan pajak
guna mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC. Perencanaan
pajak melalui Pajak Penghasilan Karyawan diharapkan mampu untuk
meminimalkan Pajak Penghasilan yang ditanggung Perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan
perencanaan pajak yang paling sesuai untuk PT ABC melalui penghitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Karyawan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif
analitis dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini adalah identifikasi
data, model perencanaan pajak, evaluasi, mencari kelemahan, pengaruh penerapan
dan memutakhirkan perencanaan pajak. Teknik pengumpulan data yang
digunakan berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun analisis data yang
digunakan adalah menganalisis informasi yang ada, membuat model perencanaan
pajak, mengevaluasi rencana pajak, mencari kelemahan, menganalisis pengaruh
penerapan metode, dan memutakhirkan perencanaan pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan penghitungan
Pajak Penghasilan menggunakan metode gross up merupakan cara yang terbaik
untuk mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC.
Penerapan metode gross up tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan Pajak
Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC, sehingga terdapat penghematan pajak
sebesar Rp 143.318.700. Dilain sisi, penerapan metode gross up ini dilakukan
sebagai upaya perusahaan untuk memotivasi dan meningkatkan kesejahteraan
karyawannya. Jadi, penerapan metode gross up ini menguntungkan dari pihak
perusahaan maupun pihak karyawan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan, Pajak Penghasilan
Badan, Metode Penghitungan Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak.



SUMARRY

Income tax is the largest revenue for Indonesia because many companies
established and operating in Indonesia who paying the income tax. PT ABC is one
of manufacturing company in Indonesia which has contributing in the payment of
taxes to the state treasury. The daily activity of PT ABC is producing various
types of paper and pulp. PT ABC is processing to reform all entire system in order
to support the development and progress of the company as a commercial
company, PT ABC is trying to get the optimum profit alongside pay taxes as
efficient as possible, so tax planning importantly necessary in order to have
efficiently the Income Tax that covered by PT ABC. Tax planning from the
Employees Income Tax should be able to minimize income tax that covered by the
Company.

This research was conducted in order to determine the application of the
most suitable tax planning for PT ABC by calculating of Employees Income Tax
according Article 21. Type of research is descriptive analytical with case study
approach. The focus of this research is the identification of the data, models of tax
planning, evaluation, looking for weaknesses, effects by applying and updating
the tax planning. The type of data collection used literature study and
documentation. Analysis data will be concern in analyzing the existing
information, making tax planning models, evaluate the tax plan, looking for
weaknesses, analyze the real effect by using various methods, and updating tax
planning.

Based on the research that has been finished, the application of income tax
calculation by using the gross-up method is the best method to efficiently the
income tax that covered by PT ABC. The implementation by using gross up
method is capable to decrease Income Tax that covered by PT ABC, so there is a
tax savings approximately Rp143.318.700. Meanwhile, the implementation of the
gross up method is one of company efforts to motivate and improve employee
welfare. So the implementation of the gross up method can give beneficial to both
sides between company and also for employees.

Key Words: Income Tax Article 21 Employees, Income Tax Corporate, Income
Tax Methods, Tax Planning.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang saat ini sedang melakukan
pembangunan, baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan
jalan, jembatan, pasar, serta infrastruktur lainnya untuk menunjang sarana dan
prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Waluyo
(2009:2) menjelaskan bahwa pengertian pembangunan nasional adalah
kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun
spiritual, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak
memperhatikan masalah pembiayaan-pembiayaan pembangunan.

Pohan (2013:1) menyatakan bahwa dana pembangunan dapat
diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dari dalam
negeri maupun dari mancanegara. Sumber-sumber penerimaan negara inilah
yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran
pemerintah serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya
penerimaan negara yang cukup, maka pembangunan di Indonesia tidak dapat
dilaksanakan. Setiap tahun penerimaan Negara Indonesia mengalami

peningkatan yang dapat dibuktikan dengan tabel berikut ini.



Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Negara Tahun 2010 — 2015

Penerimaan Negara (Triliun Rupiah) Persentase

Tahun Penerimaan Penerimaan Penerimaan | Penerimaan
Negara Pajak Bukan Pajak Pajak
2010 992,2 723,3 268,9 72,9 %
2011 1.205,4 873,9 3315 72,5 %
2012 1.332,3 980,5 351,8 73,6 %
2013 1.432,1 1.077,3 354,8 75,2%
2014 1.633,0 1.246,1 386,9 76,3 %
2015 1.758,9 1.379,9 379,0 78,5%

Sumber : Nota Keuangan RAPBN, data diolah 2016

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sumber pendapatan
negara yang paling besar berasal dari pajak. Pajak menyumbangkan lebih dari
70% penerimaannya ke kas negara. Hal ini dibuktikan dengan terus
meningkatnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Pajak memiliki
peranan yang sangat penting dalam pembiayaan di Indonesia karena pajak
merupakan penyangga utama dari pembiayaan pengeluaran negara. Beberapa
manfaat yang didapatkan dari pembayaran pajak adalah sebagai dana untuk
pembangunan infrastruktur, subsidi bahan bakar, kesehatan, transportasi,
pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, pertanian, dan
sebagai DAU (Dana Alokasi Umum).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menjelaskan pengertian pajak,
yaitu iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak




mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ditinjau dari sisi
pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara yang
digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah;
sedangkan dari sisi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang akan
mengurangi laba perusahaan.

Zain (2007:38) menjelaskan pengertian beban pajak, yaitu jumlah
pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan atas kegiatan usaha yang
dilakukan. Secara umum semakin besar laba yang diperoleh perusahaan,
maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Salah
satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba semaksimal mungkin dan
menginginkan untuk membayar pajak serendah-rendahnya. Mendapatkan laba
semaksimal mungkin dan membayar pajak serendah-rendahnya merupakan
hal yang tidak mungkin terjadi karena apabila laba yang diterima perusahaan
tinggi, maka pajak yang dibayarkan juga akan tinggi.

Perusahaan dan karyawan memiliki hubungan yang saling
membutuhkan. Perusahaan sebagai pemberi kerja dalam menjalankan
kegiatan usahanya membutuhkan karyawan sebagai sarana untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, di lain sisi karyawan
membutuhkan perusahaan sebagai tempat untuk mencari sumber penghidupan
dan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya serta atas kinerja yang telah
dilakukan, karyawan berhak untuk menerima imbalan berupa gaji, upah, atau

tunjangan atau imbalan lainnya. Pemberian dari perusahaan untuk karyawan



dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas karyawan, meningkatkan kinerja
serta untuk memotivasi para karyawan agar lebih giat dalam bekerja.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya memberikan
andil yang cukup besar terhadap pendapatan pemerintah karena perusahaan
setiap tahunnya menyetor pajak ke kas negara. Hubungan pemberi kerja
dengan karyawan akan menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak, yaitu
pajak penghasilan pasal 21 untuk para karyawan, serta pajak penghasilan
pasal 25 untuk badan. Akibat dari adanya pengenaan pajak penghasilan
adalah perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan pajak.
Menekan pajak dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya-biaya yang
boleh dikurangkan dari penghasilan, sehingga penghasilan kena pajaknya
menurun. Wajib Pajak dapat menekan pajak seminimal mungkin, baik dengan
cara yang diperbolehkan oleh undang-undang (legal) maupun cara yang
melanggar undang-undang (ilegal).

Melakukan efisiensi pajak (penghematan) secara legal dapat dilakukan
upaya melalui manajemen pajak. Suandy (2011:6) menjelaskan pengertian
manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan
dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah
mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan
manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara bebas dan
usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Pohan
(2013:7) menjelaskan hal yang serupa, yaitu manajemen perpajakan

merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,



pelaksanaan, dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai
pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Mengacu pada manajemen
perpajakan tersebut, maka langkah awal yang harus dilakukan untuk
menghemat pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan adalah dengan
melakukan perencanaan pajak.

Pohan (2013:6) memberikan penjelasan mengenai pengertian dari
perencanaan pajak, yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak
sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak
lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar
ketentuan undang-undang. Perencanaan pajak diperlukan agar pajak yang
dibayarkan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan penghematan secara efektif dan
efisien. Pajak dikatakan efektif apabila Wajib Pajak dan fiskus memiliki
penafsiran yang sama mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Pajak
dikatakan efisien apabila pembayaran pajak dilakukan dengan tepat baik dari
segi jumlah maupun waktu, sehingga tidak menimbulkan denda dan bunga.

Berdasarkan hubungan antara Pajak Penghasilan pasal 21 dengan
pasal 25 dapat dilakukan celah untuk menghemat beban pajaknya dengan
perencanaan pajak melalui biaya-biaya yang berhubungan dengan
kesejahteraan karyawan. Melakukan perencanaan pajak penghasilan
karyawan diharapkan mampu untuk meminimalkan atau menghemat beban
pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Upaya tersebut dapat dilakukan
dengan menggunakan laporan laba rugi yang dimiliki perusahaan.

Perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan



dapat dilakukan dengan membandingkan metode alternatif yang sesuai untuk
kondisi perusahaan. Adapun pilihan alternatif yang sesuai untuk Pajak
Penghasilan pasal 21 karyawan adalah dengan menggunakan metode pajak
ditanggung karyawan (gross method), pajak ditanggung perusahaan (net
method), diberikan tunjangan pajak ataupun dengan cara gross-up.

Penerapan penghitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan
metode gross up sangat membantu perusahaan dalam melakukan
penghematan pajak yang dibayarkan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Fitri (2014), diperoleh kesimpulan bahwa dengan metode
gross up terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan perusahaan
sebesar Rp 61.706.417. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka Peneliti
menggunakan lokasi yang berbeda guna lebih menguatkan hasil penelitian
tersebut, sehingga Peneliti memilih lokasi pada salah satu perusahaan
manufaktur di Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian.

Salah satu perusahaan yang sedang berproses untuk membenahi
seluruh sistem yang ada untuk menunjang perkembangan dan kemajuan
perusahaan adalah PT ABC. PT ABC merupakan perusahaan manufaktur
yang kegiatan utamanya adalah mengolah dan memproduksi berbagai macam
olahan kertas dan pulp. PT ABC beralamatkan di Kota Surabaya dan
didirikan tahun 2003. Seiring berjalannya waktu, PT ABC mengalami
kemajuan dan perkembangan. PT ABC sebagai obyek penelitian memiliki
omzet atau peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar dan melakukan

pembukuan.



Kebijakan yang telah diterapkan pada PT ABC saat ini adalah
melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan ditanggung perusahaan
(Net Method) yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap
karyawannya agar penghasilan yang diterima karyawan tidak dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 21, sedangkan dari sisi perusahaan beban atas Pajak
Penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Oleh karena itu,
untuk menghemat pengeluaran perusahaan, maka diperlukan perencanaan
pajak. Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk mengkaji mengenai
“Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam

Mengefisiensikan Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka
rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Karyawan untuk mengefisiensikan Pajak
Penghasilan yang ditanggung PT ABC?

2. Bagaimana pengaruh dilaksanakannya perencanaan pajak atas Pajak
Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam mengefisiensikan Pajak

Penghasilan yang ditanggung PT ABC?

C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah

sebagai berikut:



1. Menganalisis upaya perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Karyawan untuk mengefisiensikan Pajak
Penghasilan yang ditanggung PT ABC.

2. Menganalisis pengaruh dilaksanakannya perencanaan pajak atas Pajak
Penghasilan Pasal 21 Karyawan dalam mengefisiensikan Pajak

Penghasilan yang ditanggung PT ABC.

D. Kontribusi Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi teoritis maupun
praktis, yaitu:
1. Kontribusi Teoritis

a. Digunakan sebagai salah satu pertimbangan dan referensi dalam
menyusun suatu tema yang berhubungan dengan perencanaan pajak
suatu perusahaan, sehingga untuk kedepannya dapat lebih tepat
dalam memilih perusahaan yang akan diteliti atau dijadikan sebagai
tempat untuk melaksanakan penelitian berikutnya.

b. Digunakan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang
penerapan metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Karyawan dalam mengefisiensikan Pajak Penghasilan yang
ditanggung oleh perusahaan.

2. Kontribusi Praktis

a. Digunakan sebagai salah satu pertimbangan yang tepat oleh

manajemen perusahaan dalam merencanakan perpajakannya agar

pajak terutang yang dibayarkan perusahaan dapat diminimalisir.



b. Digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan

bagi manajemen untuk mempertahankan kebijakan yang telah

diterapkan perusahaan atau mengganti kebijakan yang telah ada

dengan kebijakan yang baru.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu gambaran secara singkat antara

bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasan ini diperlukan

untuk membantu pembaca memperjelas dan memahami isi dari penelitian

skripsi secara sistematis. Penulisan skripsi ini ditulis dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB |

BAB II

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang
masalah perencanaan pajak panghasilan, perumusan
masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian

serta sistematika pembahasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini berisi tentang landasan
teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian
dan konsep vyang relevan untuk membahas
permasalahan yang telah dirumuskan. Bab ini
menjelaskan tentang teori pajak penghasilan, biaya

yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari



BAB Il

BAB IV

BAB V
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penghasilan bruto, metode penghitungan Pajak
Penghasilan pasal 21 karyawan serta perencanaan

Pajak Penghasilan.

METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini menjelaskan tentang jenis
penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi
penelitian, jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan data, instrumen penelitian serta

analisis data yang diperlukan.

PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini berisi mengenai gambaran
umum perusahaan, penyajian data yang diambil dari
perusahaan dan pembahasan perencanaan pajak
penghasilan karyawan mengenai metode
penghitungan pajak yang sesuai untuk perusahaan
dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam
pengambilan keputusan bagi manajemen PT ABC

Surabaya.

PENUTUP
Bab penutup berisi kesimpulan serta saran yang
dapat dijadikan acuan atau sebagai referensi dari

peneliti kepada PT ABC Surabaya.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris
Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penelitian ini

dengan tema yang sama, yaitu perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21

karyawan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novayanti (2012:65) yang berjudul
“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebagai
Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan” (Studi Kasus PT A).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT A yang
dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan
penting dalam Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh PT A.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2014:89) yang berjudul “Penerapan
Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Meminimalkan Pajak
Penghasian Badan” (Studi Kasus pada PT X Surabaya). Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan
penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana penerapan perencanaan
pajak terkait PPh Pasal 21 Karyawan dapat meminimalisir pajak

penghasilan yang dibayar PT X. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa

11
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dengan penerapan metode gross-up terdapat kenaikan PPh Pasal 21
menjadi Rp 57.856.906, namun karena perusahaan memberikan dalam
bentuk tunjangan pajak, maka laba bersih yang diterima akan menurun.
Terdapat penghematan pajak yang harus dibayarkan perusahaan sebesar
Rp 61.706.417.

. Penelitian yang dilakukan oleh Dian (2014:95) yang berjudul “Penerapan
Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan
Pajak Penghasilan” (Studi kasus pada PT BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri).
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui dampak strategi perencanaan pajak terhadap
Pajak Penghasilan yang dibayar olen PT BPR Tulus Puji Rejeki. Hasil
penelitian ini  menyimpulkan bahwa perencanaan pajak dapat
mengoptimalkan laba setelah pajak dengan metode penyusutan saldo
menurun dan penggunaan metode gross-up dalam perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan.

. Penelitian yang dilakukan oleh Landy (2015:71) yang berjudul
“Perencanaan Pajak pada PT ‘X’ dalam Upaya Meminimalisir Pajak
Penghasilan Badan yang Harus Dibayar” (Studi kasus pada PT ‘X’).
Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif dengan
pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perencanaan pajak yang sesuai untuk meminimalisir Pajak Penghasilan
Badan PT X. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan metode

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, mengganti metode
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pemberian konsumsi karyawan dan membuat daftar nominatif terkait biaya
entertainment supplier dan biaya entertainment customer dapat
meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh PT X.

. Penelitian yang dilakukan oleh Nisrina (2016:101) yang berjudul “Analisis
Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Penghematan Beban
Pajak Penghasilan Badan (Studi kasus pada PT Z)”. Penelitian ini
menggunakan metode diskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak terkait
pajak penghasilan karyawan yang sesuai diterapkan untuk PT Z. Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak
menggunakan gross up method merupakan metode yang paling tepat bagi

PT Z.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
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kasus pada PT ‘X’)

No Nama / Judul Metode Hasil
Tahun Penelitian
1. | Novayanti | Analisis Penerapan | Metode Perencanaan pajak
(2012) Perencanaan Pajak | Deskriptif | sangat berperan dalam
Penghasilan (PPh Analisis pajak penghasilan yang
21) sebagai Upaya harus dibayar oleh PT
untuk A.
Mengoptimalkan
Pajak Penghasilan
(Studi Kasus PT A)
2. | Fitri Penerapan Metode Dengan penerapan
(2014) Perencanaan Pajak | Deskriptif | metode gross-up
Penghasilan Pasal dengan terdapat kenaikan PPh
21 untuk Pendekatan | Pasal 21 menjadi Rp
Meminimalkan Studi 57.856.906, namun
Pajak Penghasilan Kasus karena perusahaan
Badan (Studi Kasus memberikan dalam
pada PT X bentuk tunjangan pajak,
Surabaya) maka laba bersih yang
diterima akan menurun.
Terdapat penghematan
pajak yang harus
dibayarkan perusahaan
sebesar Rp 61.706.417.
3. | Dian Penerapan Strategi Metode Perencanaan pajak
(2014) Perencanaan Pajak | Kualitatif | dapat mengoptimalkan
(Tax Planning) Deskriptif | laba setelah pajak
dalam Upaya dengan metode
Penghematan Pajak penyusutan saldo
Penghasilan” (Studi menurun dan gross-up
kasus pada PT BPR dalam perhitungan PPh
Tulus Puji Rejeki, 21 bagi karyawan.
Kediri)
4. | Landy Perencanaan Pajak | Metode Metode pemotongan
(2015) pada PT ‘X’ dalam | Deskriptif | PPh 21 karyawan,
Upaya Kuantitatif | mengganti metode
Meminimalisir dengan pemberian konsumsi
Pajak Penghasilan Pendekatan | karyawan dan membuat
Badan yang Harus Studi daftar nominatif biaya
Dibayar (Studi Kasus entertainment supplier

dan biaya entertainment
customer dapat
meminimalisir beban
pajak yang ditanggung
oleh PT ‘X",
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Lanjutan.
No Nama/ Judul Metode Hasil
Tahun Penelitian
5. | Nisrina Analisis Penerapan | Metode Penerapan perencanaan
(2016) Perencanaan Pajak | deskriptif | pajak menggunakan

PPh 21 sebagai analitis gross up method
Upaya Penghematan | dengan merupakan metode
Beban Pajak pendekatan | yang paling tepat bagi

Penghasilan Badan | studi kasus | PT Z.
(Studi kasus pada
PT 2)

Sumber: Jurnal limiah, data diolah Peneliti 2016

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan
terletak pada tujuan serta lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT
ABC yang berada di kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan guna menambah
referensi untuk melakukan perencanaan pajak penghasilan dalam kaitannya

dengan pajak penghasilan pasal 21 karyawan PT ABC Surabaya.

B. Tinjauan Pustaka
1. Definisi Pajak
Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menjelaskan pengertian
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum. Hal yang sama juga dikemukakan
oleh Suandy (2011:1) menjelaskan pengertian pajak sebagai pemindahan
sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan
sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan

belanja dari sektor privat.
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Menurut beberapa uraian definisi tersebut, maka dapat dikatakan

bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh

wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang yang mengikat dimana dari pembayaran

kewajiban tersebut digunakan pemerintah untuk kemakmuran

masyarakat.

2. Jenis Pajak

Waluyo (2014:13-14) menggolongkan pajak menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Menurut golongannya:

b)

1)

2)

Pajak langsung, yaitu pajak yang dipungut berkala dimana
pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh: PPh (Pajak Penghasilan).

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipungut tidak secara
langsung dimana pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak
lain. Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Menurut sifatnya:

1)

2)

Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam
arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPh (Pajak
Penghasilan).

Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh:
PPN (Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM (Pajak Penjualan
Barang Mewah).

Menurut lembaga pemungutannya:

1)

2)

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh
(Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
Tingkat | dan Tingkat Il dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga Daerah Otonom Tingkat I dan Tingkat Il. Contoh: PKB
(Pajak Kendaraan Bermotor), Pajak Hotel, dan sebagainya.

. Jenis Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

menjelaskan beberapa jenis Pajak Penghasilan, yaitu:
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a) PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang
diterima dari pekerjaan/jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari
pekerjaan bebas oleh wajib pajak perorangan dalam negeri.

b) PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang
berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri
tertentu (industri rokok, kertas, otomotif, semen, baja).

c) PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang
diperoleh dari penggunaan harta atau modal.

d) PPh Pasal 24
PPh Pasal 24 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang
berasal dari luar negeri dengan membandingkan antara pajak yang
dipungut dengan batas maksimum kredit pajak, dipilih yang terkecil.

e) PPh Pasal 25
PPh Pasal 25 adalah pasal yang membahas tentang angsuran pajak
yang menggunakan stelsel anggapan.

f) PPh Pasal 26
PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang
bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri.

4. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Definisi Penghasilan
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Sambodo (2015:1) menjelaskan pengertian penghasilan adalah
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam
bentuk apapun; sedangkan Suandy (2011:82) mendefinisikan
penghasilan sebagai penambahan aset atau penurunan kewajiban yang
mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi
penanaman modal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat
dikatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan
ekonomis Wajib Pajak yang digunakan untuk konsumsi, menambah
kekayaan ataupun digunakan sebagai modal, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia.

. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Resmi (2011:167) menjelaskan pengertian Pajak Penghasilan
Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa
pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang
dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dasar Hukum
Adapun dasar hukum yang digunakan dalam menyusun tema

perencanaan pajak ini adalah:



1)

2)

3)
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Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan Peraturan Pelaksanaannya.
Peraturan Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor
122/PMK.010/2015 tentang batasan PTKP (Penghasilan Tidak

Kena Pajak) terbaru.

. Pemotong PPh Pasal 21

Sambodo (2015:4) menjelaskan bahwa pemotong PPh Pasal 21

merupakan orang pribadi maupun badan yang ditunjuk oleh

pemerintah sebagai pemotong Pajak Penghasilan, yaitu:

1)
2)
3)

4)

5)

Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
Bendaharawan/pemegang kas pemerintah pusat ataupun daerah.
Dana pensiun, jamsostek, PT Taspen, PT ASABRI.

Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi
massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya.

Penyelenggara kegiatan.

Subyek Pajak (Penerima Penghasilan) yang dipotong PPh Pasal 21

Sambodo (2015:04) menjelaskan bahwa subyek pajak

penghasilan pasal 21 merupakan penerima penghasilan yang dipotong

PPh Pasal 21, yaitu:

1)

2)

Pegawai tetap.
Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa,

pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi).



3)

4)

5)
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Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau
ahli warisnya yang menerima THT atau JHT.

Penerima honorarium.

Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris,

penilai dan aktuaris).

Obyek PPh Pasal 21

Sambodo (2015:06) menjelaskan bahwa obyek PPh Pasal 21,

yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik
berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara
teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan
penghasilan dari pensiun yang diterima secara sekaligus;
Penghasilan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas, berupa upah
harian, mingguan, satuan, borongan atau yang dibayarkan bulanan;
Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium,
komisi, fee, dan imbalan lainnya;

Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau lainnya;
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang
diberikan oleh bukan WP atau WP vyang dikenakan Pajak

Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.
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g. Bukan Obyek PPh Pasal 21
Mardiasmo (2011:174) menjelaskan bahwa penghasilan yang
dikecualikan atau bukan termasuk obyek PPh 21 adalah:

1) Klaim asuransi atau asuransi yang diterima dari perusahaan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
beasiswa dan asuransi dwiguna.

2) Natura dan kenikmatan (benefit in kind) lainnya yang diterima dari
pemberi kerja yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan
tidak dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.

3) luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang
pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang
dibayarkan kepada penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh
pemberi kerja.

4) Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat
yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

5) Beasiswa

h. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
1) Jumlah PTKP
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
122/PMK.010/2015 mengatur bahwa batasan PTKP terbaru untuk
tahun 2015, adalah:
a) Diri Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 36.000.000;

b) Tambahan bagi Wajib Pajak Kawin Rp 3.000.000;
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c) Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan
suami Rp 36.000.000; dan

d) Tambahan untuk setiap tanggungan Rp 3.000.000.

Tabel 2.2 Perbandingan PTKP Sebelum dan Sesudah Perubahan
Besarnya PTKP Per Tahun

Keterangan Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan
Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 24.300.000 Rp 36.000.000
Tambahan untuk WP kawin Rp 2.025.000 Rp 3.000.000
Tambahan untuk
penghasilan  istri  yang Rp 24.300.000 Rp 36.000.000

digabung dengan suami.

Tambahan untuk  tiap
tanggungan  (maksimal 3 Rp 2.025.000 Rp 3.000.000
orang)

Sumber: www.pajak.go.id (2016)

2) PTKP Karyawati Kawin
Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku dengan ketentuan

sebagai berikut:

a) Karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

b) Karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
ditambah keluarga yang menjadi tanggungan;

¢) Karyawati kawin yang suaminya tidak menerima penghasilan,
maka besarnya PTKP adalah untuk dirinya sendiri ditambah
dengan PTKP kawin dan PTKP keluarga yang menjadi

tanggungan sepenuhnya.
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I. Tarif PPh 21
1) Wajib Pajak Orang Pribadi
Mardiasmo (2011:150) menjelaskan bahwa tarif Pajak
Penghasilan Orang Pribadi yang berlaku adalah:

Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
s.d Rp 50.000.000,00 5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15 %
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Sumber: Mardiasmo (2011:150)
2) Wajib Pajak Badan dan BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Sejak tahun 2010 tarif pajak penghasilan untuk Badan dan
BUT (Bentuk Usaha Tetap) sebesar 25%. Menurut pasal 31 E
ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan dijelaskan bahwa Wajib Pajak dalam negeri dengan
peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh
miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif pajak
sebesar 50% dari tarif yang berlaku, yaitu 25% yang dikenakan
atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai
dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah).
j.  Pengurang Penghasilan Bruto
Suandy (2011:85) menjelaskan bahwa yang termasuk pengurang

penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 adalah:
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Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan,

termasuk:

a) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
kegiatan usaha, antara lain:

(1) biaya pembelian bahan;

(2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan dalam bentuk uang;

(3) bunga, sewa dan royalti;

(4) biaya perjalanan;

(5) biaya pengolahan limbabh;

(6) premi asuransi;

(7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan
peraturan menteri keuangan;

(8) biaya administrasi;

(9) pajak, kecuali pajak penghasilan;

b) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;

c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan;

d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan;

e) kerugian selisih kurs mata uang asing;

f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia;

g) biaya beasiswa, magang dan pelatihan;

h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

(1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi
komersial;

(2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

(3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau instansi pemerintah;

(4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak belaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil;

i) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang
ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;

j) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan
pemerintah;

k) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur
dengan peraturan pemerintah;

I) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah; dan
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m)sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

. Bukan Pengurang Penghasilan Bruto

Sambodo (2015:8) menjelaskan bahwa yang bukan termasuk
pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang
Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah:

1) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi
kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi;

2) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu atau anggota;

3) pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

a) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha
lain yang menyalurkan kredit;

b) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial
yang dibentuk oleh BPJS;

c) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

d) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

e) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;

f) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan
limbah untuk usaha pengolahan limbah industri,

4) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut
dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

5) penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian dalam
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu;

6) jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

7) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali
dalam Pasal 6 ayat 1;

8) Pajak Penghasilan;

9) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

10) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

11) sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi

pidana berupa denda.
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I. Natura dan Kenikmatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83/PMK.03/2009 dijelaskan bahwa:

1) pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan
bagi pegawai yang menerimanya adalah:

a) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi
seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

b) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan
yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah
tertentu.

c) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan
dalam pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat
pekerjaan tersebut mengharuskannya.

2) Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi
pegawai meliputi:

a) Pemberian makan atau minuman yang disediakan oleh pemberi
kerja ditempat kerja;

b) Pemberian kupon makanan/minuman bagi pegawai yang karena
sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian, meliputi
bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

3) Penggantian atau imbalan adalah sarana dan fasilitas dilokasi kerja
untuk:

a) Tempat tinggal,

b) Pelayanan kesehatan;

¢) Pendidikan;

d) Peribadatan;

e) Pengangkutan;

f) Olahraga, tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda dan
terbang layang; sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak
tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

m. Metode Penghitungan Pajak
Zain (2007:89) membagi metode penghitungan pajak menjadi
empat macam, yaitu:
1) Gross Method (ditanggung karyawan)
Gross method adalah metode penghitungan pajak dimana jumlah

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh
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karyawan sendiri. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong
sesuai besarnya pajak penghasilan terutang masing-masing karyawan
sehingga menjadikan take home pay karyawan berkurang. Dalam
metode ini, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak
memperngaruhi laba rugi perusahaan. Perusahaan hanya berkewajiban
untuk memungut, melaporkan dan menyetor pajak ke kantor pajak.
2) Net Method (ditanggung perusahaan)
Net method adalah metode penghitungan pajak dimana perusahaan
menanggung beban PPh 21 atas karyawan, sedangkan dari sisi
karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang karena tidak ada
pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam
penghitungan penghasilan. Pajak yang ditanggung pemberi kerja
bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, melainkan kenikmatan yang
diberikan oleh pemberi kerja, sehingga tidak dapat dikurangkan
sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja.
3) Pemberian Tunjangan Pajak

Pemberian tunjangan pajak merupakan metode yang digunakan untuk
menghitung pajak dengan memberikan tunjangan pajak untuk
karyawan. Tunjangan pajak diasumsikan sebesar Pajak Penghasilan
terutang yang ditanggung karyawan/perusahaan selama satu tahun.
Melalui metode ini terjadi selisih antara tunjangan pajak dengan pajak
yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga atas selisih tersebut

harus ditanggung oleh masing-masing karyawan.
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4) Gross Up Method

Gross up method adalah metode alternatif dari metode yang telah
dijelaskan di atas karena metode ini dirasa yang paling
menguntungkan bagi kedua sisi, yaitu bagi perusahaan dan juga bagi
karyawan. Penerapan Gross up method yaitu, perusahaan memberikan
tunjangan pajak (tax allowance) kepada karyawannya sebesar jumlah
pajak yang terutang. Dari sisi perusahaan, tunjangan pajak merupakan
pengurang penghasilan karena bersifat benefit in cash, sedangkan bagi
karyawan merupakan take home pay yang tidak akan berkurang
walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya
penghasilan yang ada akan di gross-up sebesar pajak yang terutang.

Rumus untuk metode gross-up adalah:

Tabel 2.4 Rumus Metode Gross-Up

Penghasilan Kena Pajak Menghitung Tunjangan Pajak

1

Rp —Rp 50.000.000 095 | X {PKP x 5%}
1

Rp 50.000.000 — Rp 250.000.000 085 | X {(PKP x 15%) — 5.000.000
1

Rp 250.000.000 — Rp 500.000.000 075 | X {(PKP x 25%) — 30.000.000
1

Di atas Rp 500.000.000 070 1% {(PKP x 30%) — 55.000.000

Sumber: Pohan (2013:108)

n. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Badan

Tata cara untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan

Badan yang terutang adalah sebagai berikut.
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a. Menentukan laba bruto yang diperoleh perusahaan dalam satu
tahun pajak.

b. Menentukan laba bruto dengan biaya-biaya yang menurut
peraturan perpajakan dapat untuk dikurangkan.

c. Mengoreksi kemungkinan pembebanan biaya yang bersifat
menambah atau mengurangi penghasilan bruto.

d. Hasil pengurangan biaya-biaya tersebut mempunyai laba netto
sebelum pajak atau disebut juga dengan laba kena pajak atau
Penghasilan Kena Pajak.

5. Perencanaan Pajak
a. Pengertian Manajemen Pajak

Penghematan pajak suatu perusahaan dapat dilakukan secara
legal melalui manajemen pajak. Suandy (2011:6) menjelaskan bahwa
manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat
ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas
yang diharapkan. Zain (2007:66) mendefinisikan manajemen pajak
sebagai suatu proses mengorganisasikan usaha Wajib Pajak atau
kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya
baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam
posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan
bahwa manajemen pajak merupakan proses meminimalkan pajak
terutang untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan dengan
cara-cara yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.
Suandy (2011:6) menjelaskan bahwa manajemen pajak memiliki 2
tujuan, yaitu :

1) menerapkan peraturan perpajakan dengan benar;

2) usaha efisiensi untuk mencapai laba & likuiditas yang seharusnya.
Suandy (2011:6) juga menjelaskan bahwa tujuan manajemen pajak
tersebut dapat dicapai melalui fungsi-fungsi pajak yang terdiri dari:

a) perencanaan pajak (tax planning);
b) pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation);
¢) pengendalian pajak (tax control).
Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan.
Oleh karena itu, manajemen keuangan yang efisien membutuhkan
suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai standar dalam
memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Tujuan
manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan,
yaitu untuk memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.
b. Pengertian Perencanaan Pajak
Perencanaan pajak memiliki beberapa definisi menurut para
ahli, diantaranya adalah: Suandy (2011:6) mendefinisikan

perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak.
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Zain (2007:67) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai proses
mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak
sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan
maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal,
sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
perencanaan pajak merupakan suatu tindakan sistematis yang
direncanakan yang berfungsi memperoleh celah dari undang-undang
perpajakan untuk meminimalisir pajak terutang yang ditanggung
wajib pajak tanpa melanggar ketentuan yang ada. Pajak merupakan
unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada
pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

c. Tujuan Perencanaan Pajak

Pohan (2011:11) menjelaskan bahwa tujuan perencanaan

pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi
pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

d. Manfaat Perencanaan Pajak
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Pohan (2013:20) menyatakan bahwa manfaat dalam
pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat adalah:
1) Penghematan kas keluar karena beban pajak yang merupakan
unsur biaya yang dapat dikurangi;

2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow) karena dengan
perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas
untuk pajak dan menentukan saat pembayaran, sehingga

perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

. Tahapan dalam Perencanaan Pajak

Seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak
sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan
harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun
internasional.  Suandy (2011:13) menjelaskan bahwa agar
perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan,
maka rencana tersebut seharusnya dilakukan melalui beberapa
tahapan, yaitu:

1) Menganalisa informasi yang ada
Tahapan pertama dalam perencanaan pajak adalah menganalisis
komponen yang berbeda atas pajak dan menghitung seakurat
mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Dapat dilakukan
dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak
baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang dapat

dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.
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Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya

pajak

Langkah awal yang efektif bagi seorang manajer perpajakan

adalah menguji kemungkinan dengan membuat beberapa metode

atau model perencanaan pajak yang akan dilakukan atau membuat
model pengeluaran. Membuat model pengeluaran yang paling
tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan:

a. Apakah kepemilikan dari berbagai pihak, surat berharga, dan
lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan,
individu, umum atau kombinasi tersebut.

b. Apakah hubungan antar berbagai individu dan entitas.

Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perencanaan pajak merupakan sebagian kecil dari seluruh

perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan

evaluasi untuk melihat keberhasilan suatu perencanaan pajak
dalam mengefisiensikan beban pajak.

Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana

pajak

Perencanaan pajak dapat dikatakan baik atau tidak, harus

dilakukan evaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat.

Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut

harus tetap dijalankan karena bagaimanapun juga kerugian yang

ditanggung merupakan kerugian yang paling minimal.
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5) Memutakhirkan rencana pajak

Pemutakhiran suatu rencana pajak adalah konsekuensi yang perlu
dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis.
Seorang manajer mampu mengurangi akibat yang merugikan dari
adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu untuk
mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang
potensial dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan

yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini.

f. Strategi dalam Perencanaan Pajak

Desak (2012:39) menjelaskan bahwa strategi untuk

meminimalkan beban pajak Badan yang harus dibayar adalah:

1) Tax Saving

2)

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui
pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih
rendah. Misalnya perusahaan melakukan perubahan dari pemberian
natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan
menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan
merupakan obyek pajak. Misalnya perusahaan yang masih
mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam
bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan

merupakan obyek Pajak Penghasilan pasal 21.
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3) Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan
Perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi dengan menguasai
peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi dapat berupa:

a) Sanksi administratif, yaitu denda, bunga, atau kenaikan.
b) Sanksi pidana, yaitu pidana atau kurungan.

4) Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan
yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.
Penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya
setelah bulan penyerahan barang.

5) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan
Pembayaran pajak yang dapat dikreditkan merupakan pajak dibayar
dimuka, antara lain Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor, Pasal 23

atas penghasilan jasa atau sewa.

6. Efisiensi Pajak
a. Pengertian Efisiensi

Pengertian efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI, 2015) adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan
sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dapat dikatakan bahwa
efisiensi adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai
tujuan tertentu dengan cara meminimalkan pengeluaran serendah

mungkin, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya.
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Efisiensi apabila dikaitkan dengan perencanaan pajak dapat dilihat
dari segi biaya yang digunakan untuk melakukan perencanaan pajak.
Biaya yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya yang paling
minimal agar terdapat penghematan pajak. Penghematan pajak yang
efisien dapat dicapai melalui strategi perusahaan.

Supriyono (2009:274) menjelaskan pengertian strategi dalam
perusahaan, yaitu satu kesatuan rencana perusahaan yang diperlukan
untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan membutuhkan strategi
yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun
strategi yang berkaitan dengan tema perencanaan pajak ini adalah
strategi untuk mengefisiensikan beban pajak yang ditanggung
perusahaan.

(Wijayanti, 2002) menyatakan bahwa strategi
mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan
oleh perusahaan haruslah bersifat legal supaya terhindar dari sanksi-
sanksi pajak dikemudian hari. Strategi mengefisiensikan beban pajak
yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini, yaitu
masalah pemberian natura dan kenikmatan adalah dengan memberikan
tunjangan kepada karyawan yang merupakan salah satu pilihan untuk
menghindari tarif maksimum.

b. Mengefisiensikan Beban Pajak
Pohan (2013:250) menjelaskan beberapa upaya yang dapat

digunakan dalam mengefisiensikan Pajak Penghasilan Badan, yaitu:
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1. Memilih Sistem Pembukuan yang Tepat
Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan
stelsel akrual (accrual basis) atau stelsel kas (cash basis). Accrual
basis, yaitu penghasilan diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui
pada saat terutang; sedangkan cash basis adalah penghasilan baru
dianggap sebagai penghasilan apabila telah diterima secara tunai
dalam periode tertentu, dan biaya baru dianggap sebagai biaya apabila
telah dibayar secara tunai dalam periode tertentu.

2. Memilih Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi Aktiva
Tidak Tetap
Metode penyusutan yang diperbolehkan untuk tujuan perpajakan,
yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Metode garis lurus akan
menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset
jika nilai residunya tidak berubah; sedangkan metode saldo menurun
akan menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur
manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

3. Memilih Metode Penilaian Persediaan yang Tepat
Penggunaan metode penilaian persediaan harus dilakukan secara taat
asas. Penilaian persediaan barang untuk tujuan perpajakan, hanya
diperbolehkan menggunakan harga perolehan dan penilaian
pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh
dilakukan dengan cara rata-rata tertimbang (average) atau dengan cara

mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO).
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4. Pemilihan Pemberian Kesejahteraan kepada Karyawan dalam Bentuk
Natura atau Cash
Pemberian kesejahteraan kepada karyawan ini sangat tergantung
dengan kondisi perusahaan. Perusahaan yang sedang mengalami
kerugian sebaiknya tidak memberikan tunjangan kepada karyawan
karena akan memperbesar pembayaran PPh 21, sementara PPh Badan
tetap nihil; serta perusahaan yang dikenakan PPh Badan secara final,
sebaiknya tidak memberikan tunjangan kepada karyawan karena biaya
tunjangan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan.
5. Memilih Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Yang Tepat
Perusahaan dapat menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21
sesuai dengan kondisi perusahan. Adapun metode pemotongan PPh
Pasal 21 yang diperbolehkan menurut Undang-Undang yaitu, gross
method (pajak ditanggung karyawan), net method (pajak ditanggung
perusahaan), pemberian tunjangan pajak dan gross up.
7. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu
gejala yang menjadi permasalahan. Kerangka pemikiran ini disusun
berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau
terkait. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian tentang perencanaan
pajak penghasilan pasal 21 karyawan guna mengefisiensikan Pajak

Penghasilan PT ABC adalah sebagai berikut.
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Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

[ PT ABC Surabaya ]
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[ PPh Pasal 21 Karyawan ] [ PPh Pasal 25 Badan ]
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[ Kesimpulan ]

Sumber : Data diolah (2016)

Penjelasan Gambar 2.5
Berdasarkan gambar 2.5 dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya PT

ABC memiliki kewajiban untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21
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Karyawan yang ditanggung oleh perusahaan (net method) dan Pajak Penghasilan
Pasal 25 Badan atas laba yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan hubungan pajak
Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 tersebut dapat dilakukan celah untuk
perencanaan pajak yang diperbolehkan menurut Undang-Undang guna
mengefisiensikan pajak yang ditanggung PT ABC melalui Perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Karyawan dengan beberapa pilihan metode alternatif yang
ada, yaitu:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan ditanggung karyawan (gross method)

2. Perhitungan Pajak Penghasilan ditanggung perusahaan (net method)

3. Pemberian tunjangan pajak yang diasumsikan sebesar pajak yang terutang.

4. Perhitungan Pajak Penghasilan dengan gross up.

Setelah melakukan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
karyawan, maka langkah selanjutnya adalah memilih metode yang paling sesuai
dengan kondisi arus kas PT ABC. Kemudian dilakukan diidentifikasi pengaruh
Pajak Penghasilan karyawan terhadap Pajak Penghasilan Badan, dan dipilih yang
paling efisien. Selanjutnya adalah memberikan saran atau masukan kepada
manajer perusahaan untuk tetap mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan
perusahaan, yaitu menggunakan net method atau mengganti dengan kebijakan

yang baru. Terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian ini.
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METODE PENELITIAN

Sugiyono (2009:2) memberikan pengertian bahwa metode penelitian
pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan
tertentu dan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan
mengidentifikasi masalah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat
dikatakan bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk
mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Adanya metode
penelitian, maka penelitian yang dilaksanakan akan terarah sejalan dengan tujuan
yang ingin dicapai.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah
diuraikan tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian
deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sugiyono
(2009:29) menjelaskan bahwa pengertian deskriptif analitis adalah metode
yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap
suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah
terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Tujuan dari
penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran
atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
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Daymon (2007:162) menyatakan bahwa pengertian dari studi kasus
adalah:

Pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti (yang bisa
jadi kualitatif, kuantitatif, atau kedua-duanya), terhadap satu entitas
tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada umumnya, studi
kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi. “Kasusnya” mungkin
sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau
kelompok sosial, komunitas, peristiswa, proses, isu, maupun
kampanye.

Metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus dalam
penelitian ini merupakan suatu metode penelitian dengan mengungkapkan
masalah yang ada di perusahaan, mengolah data, menganalisis, meneliti dan
menginterprestasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang
kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang
ada di perusahaan dapat dipahami. Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis penerapan metode penghitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 karyawan yang sesuai untuk kondisi pada PT ABC
Surabaya untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan yang ditanggung
perusahaan.

Pemilihan jenis penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan
pendekatan studi kasus ini dikarenakan ingin membandingkan metode
perhitungan pajak penghasilan karyawan yang sesuai untuk kondisi
perusahaan. Data berupa laporan keuangan dan daftar gaji karyawan akan
dilakukan perbandingan dan analisis perencanaan pajak dengan metode

penghitungan pajak terkait pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Penggunaan

penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus merupakan
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metode yang digunakan untuk menganalisis penerapan penghitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dengan membandingkan empat metode yang ada, yaitu
gross method, net method, pemberian tunjangan pajak, serta gross up.

. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh
melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian
memiliki peran yang sangat penting. Fokus penelitian digunakan untuk
memberikan arah penelitian dan merupakan salah satu langkah penting yang
harus dilaksanakan dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian harus
ditentukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian agar
mencapai hasil yang diinginkan.

Moleong (2011:37) menyatakan bahwa fokus penelitian diperlukan
dalam kegiatan penelitian karena peranan fokus suatu penelitian memiliki dua
tujuan, yaitu:

1. Penetapan fokus penelitian akan membahas studi yang akan dibahas
oleh peneliti.

2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-
eklusi (memasukkan — mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh
dilapangan dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti

akan mengetahui secara jelas data atau informasi mana yang
ditinggalkan walaupun menarik karena tidak relevan.

Penelitian ini difokuskan pada perencanaan pajak penghasilan pasal

21 karyawan tetap untuk mengefisiensikan pajak penghasilan PT ABC.
Adapun unsur-unsur yang menjadi fokus dalam penelitian adalah:

a. ldentifikasi data perencanaan pajak penghasilan mengenai laporan laba

rugi dan daftar gaji karyawan tetap PT ABC Surabaya Tahun 2015.
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b. Model perencanaan pajak penghasilan, yaitu dengan membuat
perbandingan beberapa metode perhitungan Pajak Penghasilan yang ada
dan membandingkan besarnya pajak penghasilan yang terutang.

c. Evaluasi perencanaan pajak dengan keempat metode penghitungan
pajak penghasilan (gross, net, pemberian tunjangan pajak dan gross up).

d. Pengaruh penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan terhadap
Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC

e. Memutakhirkan rencana pajak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian yang
berkaitan dengan tema, masalah dan fokus yang diangkat dalam penelitian
ini. Penelitian ini dilakukan pada PT ABC yang beralamatkan di kota
Surabaya. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan PT ABC
sedang berproses untuk membenahi seluruh sistem yang ada untuk
menunjang perkembangan dan kemajuan perusahaan tersebut. PT ABC
sebagai obyek penelitian memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp 4,8
miliar serta melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan
metode menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawannya (net method),
sehingga tertarik menjadikan PT ABC Surabaya sebagai obyek penelitian.
Peneliti berharap dapat memberikan masukan bagi PT ABC mengenai
penggunaan metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan,
sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengefisiensikan Pajak

Penghasilan Badan.
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D. Jenis dan Sumber Data
Jenis data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara
langsung dari sumbernya yang diamati dan dicatat pertama kali oleh peneliti.
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Moleong
(2011:55) menyatakan bahwa sumber data merupakan benda dan bergantung
pada jenis data, hal atau orang, dan tempat dilakukannya penelitian. Jenis data
yang dibutuhkan oleh peneliti adalah:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan
yang digunakan sebagai pendukung. Data primer yang digunakan untuk
penelitian ini adalah laporan keuangan laba rugi serta rincian daftar gaji
karyawan tetap tahun 2015.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer
berupa laporan, dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip lain yang
relevansi dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berupa
profil kantor konsultan pajak dan gambaran umum PT ABC.
E. Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2012:308) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data
adalah langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan dari
penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:
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1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teori mengenai
tax planning dan implementasinya melalui literatur-literatur, laporan,
makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang berhubungan dengan
permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil skripsi ini.
2. Dokumentasi
Arikuntoro (2006:158) menyatakan bahwa “Dokumentasi adalah mencari,
mengumpulkan data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku,
surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya”. Dokumen
yang didapat dari lokasi penelitian berupa laporan laba rugi dan rincian
daftar gaji karyawan PT ABC Surabaya tahun 2015.
Instrumen Penelitian
Arikunto (2006:134) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah
alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data
agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Instrumen
penelitian dapat merupakan alat atau teknik yang digunakan sebagai referensi
untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Adapun
instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data berupa laporan laba rugi

dan rincian daftar gaji karyawan tetap.

. Analisis Data

Metode analisis data merupakan teknik atau cara yang dilakukan

untuk mengumpulkan data. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti
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adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Metode
deskriptif dalam penelitian ini merupakan suatu prosedur pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan suatu subyek dan obyek saat ini
berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya dilakukan
analisis dengan menggunakan perhitungan matematis atau rumus-rumus
untuk mengolah data perusahaan yang berbentuk angka.
Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis Informasi yang Ada
Menganalisis sumber-sumber pendapatan serta biaya-biaya yang boleh
dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan sesuai dengan Undang-
Undang Pajak Penghasilan nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) dan
Pasal 9 ayat (1) kemudian dilakukan koreksi fiskal baik positif maupun
negatif
2. Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak
Membuat model perencanaan pajak yang diperbolehkan undang-undang
perpajakan terkait dengan perbandingan empat metode penghitungan pajak
penghasilan karyawan, yaitu (gross method, net method, pemberian
tunjangan pajak, serta gross up).
3. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pajak
Mengevaluasi perbedaan laporan laba rugi PT ABC Surabaya sebelum dan
sesudah dilakukannya perencanaan pajak yang sesuai untuk kondisi

perusahaan.
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4. Menganalisis pengaruh penerapan Pajak Penghasilan karyawan pasal 21
terhadap Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya.
Melakukan perhitungan serta menganalisis pengaruh penerapan metode
pajak ditanggung karyawan (gross method), pajak ditanggung perusahaan
(net method), pemberian tunjangan pajak ataupun gross up method
terhadap Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC.

5. Memutakhirkan rencana pajak
Melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan perencanaan
pajak untuk mempertahankan kebijakan yang ada atau mengganti dengan
kebijakan yang baru, sehingga pelaksanaan pajak tetap berdasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang terbaru.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan
a. Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo

Konsultan Pajak merupakan lembaga yang menangani berbagai
macam kewajiban perpajakan dari klien. Konsultan Pajak Agus Sambodo
adalah salah satu konsultan pajak terkenal di Kota Malang. Kantor ini
didirikan dengan tujuan untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi
maupun Badan yang memiliki permasalahan tentang perpajakan. Wajib
Pajak Orang Pribadi maupun Badan banyak yang kurang memahami
masalah perpajakan. Oleh karena itu, untuk membantu Wajib Pajak
tersebut, didirikanlah Kantor Konsultan Pajak.

Berdasarkan  Keputusan  Departemen Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor: S1-1290/PJ/2007 pada tanggal
19 Desember 2006 Drs. Agus Sambodo, S.H., MSA memperoleh izin
praktik konsultan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan
pekerjaan sebagai konsultan pajak dan mendirikan kantor konsultan pajak.
Mengingat adanya Ketentuan Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, akhirnya
memutuskan memberikan izin praktik dengan nomor izin: 9. Keputusan
tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 6

Pebruari 2007 di Jakarta. Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo pusat
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berlokasi di jalan Baiduri Pandan No 11 Malang 65144. Kantor Konsultan
Pajak (KKP) Agus Sambodo juga memiliki cabang yang beralamatkan di
Jalan Diponegoro No 100-A Madiun yang resmi berdiri sesuai Keputusan
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
Nomor : SI-1290/PJ/2007 pada tanggal 19 Desember 2006 dan NPWP
dengan nomor 08.720.894.8-623.000
. Bentuk Perusahaan
Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo merupakan bentuk
perusahaan yang menyediakan dan melayani beberapa pelayanan jasa.
Beberapa jenis pelayanan jasa yang disediakan oleh Kantor Konsultan
Pajak (KKP) Agus Sambodo adalah:
1) Tax Management / Tax Planning
Tax management atau tax planning merupakan jasa penyusunan
perencanaan perpajakan dalam rangka peningkatan efisiensi kewajiban
perpajakan dengan legal guna memperoleh alternatif terbaik dalam
menghemat pajak, menjamin perolehan pengembalian pajak serta
penyusunan anggaran pajak yang berkenaan dengan urusan perpajakan.
2) Tax Review
Tax review merupakan kegiatan penelaahan dan pengkajian terhadap
seluruh kewajiban perpajakan serta aspek terkait perpajakan yang dapat
berdampak positif dalam rangka pelaksanaan pemenuhan kewajiban
perpajakan. Cara perhitungan, pemotongan, penyetoran maupun

pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan.
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Tax Compliance

Tax compliance atau kepatuhan pajak merupakan jasa yang ditawarkan
oleh konsultan pajak, dimana jasa ini bertujuan untuk menciptakan
kepatuhan wajib pajak pada peraturan perpajakan. Layanan jasa ini
berupa penghitungan pajak, pembuatan SSP (Surat Setoran Pajak),
pembuatan bukti potong pajak, penyetoran pajak terutang ke kas
negara, serta pembuatan dan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan
Pajak).

Tax Litigation

Tax litigation adalah jasa yang ditawarkan untuk menyelesaikan
perselisihan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun
yang dimaksud dengan perselisihan perpajakan antara lain:
pendampingan pemeriksaan, keberatan, banding, pendampingan di
pengadilan pajak sampai dengan peninjauan kembali.

Tax Research

Tax research merupakan jasa penelitian pajak, khususnya dalam hal
perusahaan akan mengembangkan usaha baru, melakukan akuisisi
(pengambilalihan) atau perusahaan yang akan melakukan merger.
Penelitian meliputi semua aspek perpajakan, yang kemungkinan akan
timbul di kemudian hari.

Tax Administration

Tax administration merupakan jasa yang ditawarkan untuk

menyelesaikan permasalahan administrasi perpajakan Wajib Pajak.
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Jasa ini meliputi: pengurusan NPWP dan PKP, Pelaporan SPT Masa
dan Tahunan, Penyelenggaraan Pembukuan serta pengarsipan (filing)
dokumen yang berhubungan dengan pajak sampai dengan penyusunan
laporan keuangan komersial maupun fiskal.

Tugas untuk memenuhi kebutuhan klien, dalam hal melayani dan
memberikan jasa, Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo juga
menyediakan tenaga kerja (staff professional) yang telah memenuhi
kualifikasi sebagaimana standar kualifikasi yang telah ditetapkan oleh
Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo. Adapun filosofi kerja di
KKP Agus Sambodo mengenai pelaksanaan dan tanggung jawab atas
tugas didasarkan pada “Framework” dan pendekatan pelayanan serta
mengharuskan semua staf untuk:

a. Menjaga dan memelihara sikap mental yang independen dan obyektif.
b. Bekerja atas dasar kecakapan professional.
c. Mematuhi kode etik dan standar profesi serta kebijakan perusahaan.
d. Secara positif dan konstruktif melaksanakan prosedur audit yang telah
ditetapkan.
e. Menjaga dan menjamin kerahasiaan perusahaan/entitas klien.
c. Visi dan Misi
1) Visi Perusahaan
Terwujudnya institusi masa depan yang dikelola secara global mindset
dan sistem manajemen profesional dalam rangka terciptanya

masyarakat yang mampu secara profesional, berkompeten dibidang
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manajemen, akuntansi keuangan dan perpajakan yang berkualitas
global.
2) Misi Perusahaan
(@) Memberikan layanan kepada masyarakat dibidang manajemen,
akuntansi keuangan, dan perpajakan.
(b) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dibidang
manajemen, akuntansi keuangan, dan perpajakan.
(c) Memperluas akses layanan publik terhadap informasi dibidang
manajemen, akuntansi keuangan, dan perpajakan.
d. Lokasi Perusahaan
Wilayah operasional Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus
Sambodo saat ini meliputi beberapa daerah yang tersebar di Indonesia,
antara lain: Malang, Surabaya, Sidoarjo, Nganjuk, Sumenep dan beberapa
kota lainnya di Indonesia. Berikut ini adalah lokasi Kantor Konsultan
Pajak (KKP) Agus Sambodo :
1) Jalan Baiduri Pandan No 11 Malang 65144, Telp. (0341) 552851
2) Kantor Cabang (Project Office), Jalan Diponegoro No 100-A Madiun
e. Struktur Organisasi
Suatu perusahaan pada umumnya menyusun susunan organisasi
agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan teratur serta terdapat
pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing
individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Melalui struktur organsiasi,

maka akan terlihat jelas wewenang dan tanggung jawab masing-masing
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individu, sehingga mempermudah untuk melakukan pengawasan serta
meminta pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan dari
pimpinan kepada karyawannya. Struktur organisasi merupakan pembagian
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk
untuk melakukan kegiatan pokok perusahaan. Masing-masing individu
memiliki tanggung jawab fungsional yang berbeda-beda.

Kantor = Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo dalam
menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai keberhasilan memerlukan
dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan
berkualitas. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo memiliki
hierarki atau susunan yang membentuk struktur organisasi, yaitu di bagian
pusat yang terletak di Kota Malang dan di bagian project office yang
terletak di Kota Madiun. Adapun susunan struktur organisasi yang terdapat

di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus Sambodo (kantor pusat) adalah:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi
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Direktur
Agus Sambodo
Tenaga Ahli Keuangan
Ali Irfan Refsiyanti
Sugiarto Muchammad Alfi
Arsanto Raharjo
Supervisor
Arsanto Raharjo
Senior Staff Senior Staff
Nur Azizah Dewi Ernawati

Staf Operasional
Andi Rachmawan

Staf
Sugiyanti

Staf
Ani Rahmawati

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo (2016)
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Gambar 4.1 menunjukkan susunan organisasi di Kantor Konsultan
Pajak Agus Sambodo. Berikut merupakan tugas dan wewenang masing-
masing karyawan:
1. Direktur
Direktur dari kantor konsultan tersebut adalah Bapak Agus Sambodo.
Dimana direktur ini bertindak sebagai pemilik kantor juga. Direktur KKP
Agus Sambodo memiliki tanggung jawab untuk:
a. Menentukan dan menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
c. Merumuskan dan menetapkan strategi bisnis perusahaan.
d. Bertanggung jawab untuk memimpin dan membina perusahaan secara
efektif dan efisien.
2. Tenaga Ahli
Tenaga ahli di kantor konsultan tersebut adalah Ali Irfan, Sugiarto dan
Arsanto Raharjo. Tenaga ahli ini memiliki tanggung jawab untuk
memberikan pelatihan dan pendidikan serta jasa konsultasi dalam bidang
manajemen, akuntansi dan perpajakan kepada para klien.
3. Keuangan
Posisi  bagian keuangan tersebut diduduki oleh Refsiyanti dan
Muchammad Alfi. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk menangani
masalah keuangan, mengatur arus kas yang masuk dan keluar di Kantor
Konsultan Pajak Agus Sambodo.

4. Supervisor
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Supervisor di kantor konsultan pajak tersebut adalah Arsanto Raharjo.
Supervisor merupakan seseorang Yyang bertanggung jawab untuk

mengontrol dan mengawasi kinerja dari para karyawan.

. Senior Staf

Senior staf di kantor konsultan pajak adalah Nur Azizah dan Dewi
Ernawati. Senior staf merupakan seorang staf yang ahli dibidang
perpajakan dan akuntansi serta lebih memiliki pengalaman yang lebih.

. Staf Operasional

Staf operasional di kantor konsultan tersebut adalah Andi Rachmawan.
Staf Operasional adalah staf yang bekerja dibagian operasional perusahaan

dan mengendalikan kegiatan perusahaan di lapangan.

. Staf

Staf di kantor konsultan tersebut adalah Sugiyanti dan Ani. Staf adalah
seseorang yang ahli dibidang perpajakan dan akuntansi untuk membantu
staf senior mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan.
. Bidang Usaha
Rutinitas kegiatan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Agus
Sambodo, yaitu melayani berbagai bidang usaha jasa yang erat
hubungannya dengan bidang perpajakan, antara lain:
1. Jasa Konsultan Pajak
a) jasa konsultasi perpajakan yang sifatnya rutin, meliputi:
(1) memberikan konsultasi perpajakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak dapat
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lebih  mudah memenuhi kewajiban perpajakannya seperti
kewajiban atas PPh pasal 21 dan atau 26, pasal 22, pasal 23, pasal
25, PPN/ PPn BM, PBB serta kewajiban menyampaikan SPT baik
SPT Masa ataupun Tahunan dan lain-lain;

(2) memberikan konsultasi perpajakan dalam hal Wajib Pajak
diperiksa, mengajukan keberatan, mengajukan banding atau
mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak;

(3) memberikan konsultasi perpajakan dalam hal Wajib Pajak
melakukan KSO (JO) atau mengadakan kontrak dengan pihak
lain;

(4) Memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka merger,
konsolidasi, akuisisi, pemekaran/pemecahan usaha, likuidasi atau
bentuk restrukturisasi yang berlaku;

(5) Membantu dalam mencari solusi untuk pemecahan masalah
perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

(6) memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan terbaru
dibidang perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga perencanaan
atas posisi keuangan Wajib Pajak dapat diatur dengan lebih baik,
apabila diminta.

b) jasa konsultasi perpajakan yang sifatnya khusus, meliputi:
a) membantu dalam perolehan ruling mengenai suatu kasus tertentu

dari Direktorat Jenderal Pajak;
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b) membantu dalam penyelesaian surat keberatan, surat permohonan
banding atau restitusi kelebihan pembayaran pajak;

c) membantu dalam penyelesaian tax clearance;

d) membantu menyelesaikan masalah perpajakan sehubungan
dengan rencana go public;

e) mengadakan in house training;

f) atas permintaan Wajib Pajak, konsultan melakukan kunjungan ke
tempat Wajib Pajak untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan
dengan kewajiban perpajakan klien;

g) review perpajakan yang meliputi PPh; Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal
23/26, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29 dan PPN/ PPn BM.

¢) tax management (tax planning) meliputi:

(1) usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan  untuk
meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan cara yang
diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku;

(2) pengendalian pajak lebih bayar atas PPh (Pajak Penghasilan);

(3) dan lain-lain.

2. Jasa Training and Education Center (pelatihan Brevet A, B, dan C)
Pelayanan yang lebih mendapat respon dari masyarakat adalah
dibidang perpajakan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari
pihak fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), maka dari itu salah satu
program yang menjadi andalan adalah “Pelatihan Perpajakan Program

Brevet A, B, dan C”. Materi yang di bahas adalah pembahasan undang-
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undang perpajakan dan Peraturan Pelaksanaan yang terbaru, akuntansi
perpajakan, penyusunan laporan keuangan fiskal, tax planning, PSAK
46, Pengadilan Pajak, Pajak Daerah, dan Workshop (Pengisian SPT dan
formulir lainnya).

B. Gambaran Umum PT ABC

PT ABC adalah perusahaan swasta yang beralamatkan di Kota
Surabaya dan didirikan tahun 2003. PT ABC merupakan salah satu
perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam jenis kertas
dan pulp (bubur kertas). Produksi berbagai macam Kkertas tersebut
dilakukan dengan mengolah bahan-bahan mentah dan bahan bekas
menjadi bahan baku yang siap digunakan untuk pembuatan produk kertas
dan pulp berkualitas tinggi. Kegiatan utama PT ABC adalah memproduksi
berbagai macam kertas tulis maupun cetak, baik coated maupun uncoated.
Produksi kertas yang dihasilkan memiliki nilai tambah termasuk kertas
tanpa karbon dan kertas cast coated dan board. PT ABC menggunakan
komputer yang berteknologi tinggi untuk menjamin kualitas produksi yang
dihasilkan.

Seiring berjalannya waktu, PT ABC mengalami kemajuan dan
perkembangan. PT ABC dalam kegiatan usahanya mampu memproduksi
dengan kapasitas 37.000 ton per tahun. Produk yang dihasilkan PT ABC
sangat diminati konsumen. Hal tersebut dikarenakan barang yang
disediakan dan siap untuk dijual mempunyai kualitas yang tinggi dengan

harga yang bersaing. Adapun produk-produk yang dihasilkan adalah:
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1) Kraft Liner;
2) Medium Liner;
3) Test Liner;
4) Grey Board;
5) Core Board,
6) Cast Coated;
PT ABC dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari memiliki visi
dan misi yaitu sebagai berikut.
Visi PT ABC:
Menjadi perusahaan kertas dan pulp yang kompetitif, berkualitas,
berkompetensi, serta menguasai sumber dan jaringan pemasaran di
Indonesia.
Misi :
1) Menjalankan perusahaan secara profesional dengan kualitas produk dan
layanan prima.
2) Menggunakan teknologi termutakhir untuk menerapkan efisiensi
perusahaan dan pengembangan produk.
3) Menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
C. Penyajian Data
Identifikasi Data Perencanaan Pajak
Data yang didapat untuk melaksanakan perencanaan pajak PT

ABC Surabaya berupa laporan keuangan Laba Rugi dan rincian daftar gaji
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karyawan tetap tahun 2015. Adapun beberapa kebijakan yang diterapkan

terkait Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan PT ABC Surabaya

b)

PT ABC Surabaya merupakan perusahaan manufaktur yang
berorientasi untuk memperoleh laba seoptimal mungkin. Adapun
beberapa kebijakan yang diterapkan PT ABC dalam menjalankan
kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban perpajakan ditangani langsung oleh Kantor Konsultan
Pajak Agus Sambodo selaku kuasa dari PT ABC Surabaya.
2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan ditanggung sepenuhnya oleh
PT ABC Surabaya.
3) PT ABC Surabaya memberikan tunjangan makan dan tunjangan
transport bagi karyawan tetap dalam bentuk tunai.
Laporan Keuangan PT ABC Surabaya
PT ABC Surabaya sebagai perusahaan manufaktur yang
berorientasi untuk memperoleh laba seoptimal mungkin sudah
sepatutnya menyelenggarakan pembukuan yang taat asas berdasarkan
KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan) No.28 Tahun 2007.
Adapun perhitungan perpajakan PT ABC Surabaya mengacu pada
laporan laba rugi. Berikut ini adalah laporan laba rugi untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2015.
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(1) Laporan Laba Rugi Tahun 2015

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT ABC Surabaya

KETERANGAN TOTAL (Rupiah)
PENJUALAN:
Penjualan 187.897.707.050
Potongan Penjualan -
Retur Penjualan (512.839.444)
PENJUALAN BERSIH 187.384.867.606
HARGA POKOK PENJUALAN 165.828.659.480
LABA KOTOR 21.556.208.126

BIAYA KARYAWAN:

Biaya Gaji Karyawan 3.302.228.084
Premi Asuransi Karyawan 127.600.407
Tunjangan Transport 436.800.000
Tunjangan Makan 349.440.000
Tunjangan Hari Raya 265.834.182
Biaya Kuli 300.000
BIAYA KARYAWAN 4.482.202.673

BIAYA KANTOR DAN ADMINISTRASI:

Perlengkapan Kantor 87.210.422
Pos dan Materai 45.767.401
Fotocopy 46.876.340
Listrik dan Air 551.764.600
Biaya Telepon dan Fax 72.947.454
Biaya Sewa 224.299.665

Bensin, Parkir dan Tol 297.817.962
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luran Keamanan dan Kebersihan 381.148.131
Biaya Asuransi 265.881.341
Biaya Profesional 287.816.038
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan 52.149.860
Biaya Pajak Kendaraan 9.388.061
Biaya Konsumsi 162.941.074
Biaya Cetakan 10.384.000
Biaya Rumah Tangga 14.958.840
Biaya Perawatan Bangunan 239.132.000
Biaya Perawatan Inventaris 5.569.800
Biaya Perawatan Kendaraan 99.383.848
BIAYA KANTOR DAN ADMINISTRASI 2.855.436.837
BIAYA PENJUALAN:

Biaya Angkut dan Ekspedisi 6.588.367.606
Biaya Komisi 2.570.945.006
Biaya Percobaan 65.300

BIAYA PENJUALAN

9.159.377.912

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI:

Biaya Penyusutan Inventaris 62.939.203
Biaya Penyusutan Kendaraan 178.272.397
BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 241.211.600
PENDAPATAN / PENJUALAN LAIN-LAIN:

Pendapatan Bunga Pihak 111 186.854.976
Laba Penjualan Aktiva Tetap 754.796.502
PENDAPATAN / PENJUALAN LAIN-LAIN 941.651.478

BIAYA PENJUALAN/PENDAPATAN LAIN:
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Biaya Administrasi Bank 33.203.241
Biaya Bunga Bank 330.006.911
BIAYA PENJUALAN/PENDAPATAN LAIN 363.210.152
LABA USAHA 5.396.420.430
PEMBULATAN 5.396.420.000
PAJAK PENGHASILAN BADAN 1.377.159.500

Sumber: Laporan Laba Rugi PT ABC (2015)

(2) Rincian Daftar Gaji Karyawan Tetap
Perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan usahannya
harus mengeluarkan biaya operasional misalnya biaya gaji. Bagi
karyawan, gaji merupakan imbalan yang diberikan perusahaan atas kinerja
yang telah dilakukan. Pemberian gaji dan tunjangan lainya dimaksudkan
perusahaan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas karyawan.
Berikut merupakan salah satu contoh rincian daftar gaji karyawan ‘B’

(K/3):



Tabel 4.3 Rincian Daftar Gaji Karyawan Tetap
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Gaji Bruto:

Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan) | Rp 79.446.000
Premi Dibayar Perusahaan Rp 3.177.840
Tunjangan Transport Rp  7.800.000
Tunjangan Makan Rp  6.240.000
Tunjangan Hari Raya Rp 6.620.500
Jumlah Penghasilan Bruto Rp 103.284.340
Dikurangi:

Biaya Jabatan 5% Rp  5.164.217
Premi Dibayar Karyawan Rp 794.460
Jumlah Pengurang Rp  5.958.677
Jumlah Gaji Netto Setahun Rp 97.325.663
PTKP (K/3) Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp 49.325.663
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak Rp 49.325.000
PPh 21 Terutang 1 Tahun Rp  2.466.250
(5% X Rp 49.325.000)

PPh 21 Terutang 1 Bulan Rp 205.521
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun Rp  2.466.250
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan Rp 205.521

Sumber : Data diolah (2016)
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D. Pembahasan
1. Menganalisis Informasi dan Data yang Ada

Perencanaan pajak dapat dilakukan apabila memiliki
keseluruhan data perusahaan. Fokus penelitian ini adalah laporan laba
rugi PT ABC tahun 2015 serta rincian gaji karyawan tetap yang
memiliki penghasilan di atas PTKP untuk memperhitungkan jumlah
Pajak Penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh perusahaan.
Adapun rincian pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC
adalah sebagai berikut:
a) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Pajak penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung sepenuhnya
oleh PT ABC Surabaya, sehingga besarnya pajak penghasilan karyawan
akan mempengaruhi beban Pajak Penghasilan yang ditanggung PT
ABC Surabaya. Berdasarkan lampiran Il, pajak penghasilan pasal 21
karyawan sebesar Rp 112.217.900 setahun atau dapat dikatakan juga
bahwa PT ABC Surabaya harus menanggung beban pajak penghasilan
pasal 21 karyawan sebesar Rp 9.351.492 per bulan.
b) Pajak Penghasilan PT ABC

Secara umum, memperoleh labas atau keuntungan merupakan
tujuan utama dari sebuah perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan
sebuah perusahaan dapat dilihat dari laporan laba rugi selama satu
periode. Laba perusahaan tersebut merupakan dasar dari penghitungan

pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin
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tinggi laba yang didapatkan perusahaan, maka semakin tinggi pula
beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
Berdasarkan pada Lampiran | diketahui bahwa beban pajak PT ABC
tahun 2015 sebesar Rp 1.377.159.500 dengan rincian perhitungan
sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pajak Penghasilan PT ABC

Laba Fiskal (Pembulatan) Rp 5.508.638.000
Pajak Penghasilan Badan:

25% x Rp 5.508.638.000 Rp 1.377.159.500
Laba Bersih Setelah PPh Badan Rp 4.131.478.500

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa laba fiskal
Rp 5.508.638.000. Laba fiskal tersebut dikenakan tarif PPh Badan
sebesar 25%, sehingga diperoleh angka sebesar Rp 1.377.159.500
sebagai pajak penghasilan badan PT ABC Surabaya. Selisih sebesar Rp
4.131.478.500 diperoleh dari laba fiskal Rp 5.508.638.000 dikurangi
dengan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.377.159.500. Jadi, laba
bersih PT ABC Surabaya setelah dikurangi PPh Badan adalah sebesar
Rp 4.131.478.500.
¢) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC

Berdasarkan data yang diperoleh, maka besarnya beban pajak

yang harus dibayar atau ditanggung perusahaan selama setahun sebesar:



Tabel 4.5 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC
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PPh Pasal 21 Karyawan

Rp 112.217.900

PPh Badan PT ABC

Rp 1.377.159.500

Jumlah Pajak yang Harus Dibayar

Rp 1.489.377.400

Sumber: Data diolah (2016)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa besarnya pajak yang ditanggung

atau yang harus dibayar oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp

1.489.377.400. Hasil tersebut diperoleh dengan rincian PPh Pasal 21

karyawan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 112.217.900

ditambah dengan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1.377.159.500.

Jadi, PT ABC Surabaya harus membayar kewajiban pajak penghasilan

untuk badan dan karyawannya sebesar Rp 1.489.377.400.

2. Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya

Pajak

Setelah diketahui beberapa

informasi

terkait dengan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan Pajak Penghasilan Badan yang

terutang, maka langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan pajak

yang sesuai agar dapat mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan yang

dibayarakan oleh PT ABC Surabaya dengan membandingkan beberapa

metode alternatif dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21

karyawan, yaitu sebagai berikut:

a) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

(1) Pajak Ditanggung Karyawan (Gross Method)
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Gross method adalah metode penghitungan pajak dimana jumlah
pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan
sepenuhnya. Penghasilan yang diterima dari sisi karyawan akan berkurang
sebesar Pajak Penghasilan yang terutang, sedangkan dari sisi perusahaan
dengan menerapkan gross method, maka tidak berpengaruh terhadap
laporan laba rugi perusahaan. Contoh perhitungan Karyawan ‘B’ (K/3)

sebagai berikut:



Tabel 4.6 Pajak Ditanggung Karyawan
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Gaji Bruto:

Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan) | Rp 79.446.000

Premi Dibayar Perusahaan Rp 3.177.840

Tunjangan Transport Rp  7.800.000

Tunjangan Makan Rp  6.240.000

Tunjangan Hari Raya Rp 6.620.500

Jumlah Penghasilan Bruto Rp 103.284.340
Dikurangi:

Biaya Jabatan 5% Rp  5.164.217
Premi Dibayar Karyawan Rp 794.460
Jumlah Pengurang Rp  5.958.677
Jumlah Gaji Netto Setahun Rp 97.325.663
PTKP (K/3) Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp 49.325.663
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak Rp 49.325.000
PPh 21 Terutang 1 Tahun Rp  2.466.250
(5% X Rp 49.325.000)

PPh 21 Terutang 1 Bulan Rp 205.521
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun Rp  2.466.250
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan Rp 205.521

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui jika pajak ditanggung

karyawan ‘B’ (K/3) adalah Rp 205.521 per bulan atau dalam setahun
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karyawan ‘B’ harus menyetor Rp 2.466.250 ke kas negara. Penghasilan
karyawan ‘B’ setiap bulan berkurang sebesar Rp 205.521, sedangkan
perusahaan tidak mengalami kerugian karena beban pajak karyawan
ditanggung sepenuhnya oleh karyawan yang bersangkutan.

(2) Pajak Ditanggung Perusahaan (Net Method)

Net method adalah metode penghitungan pajak dimana perusahaan
menanggung beban PPh 21 atas karyawan, sedangkan dari sisi karyawan
penghasilan yang diterima tidak berkurang. Pajak yang ditanggung
pemberi kerja bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, melainkan
kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja, sehingga tidak dapat

dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja.



Tabel 4.7 Pajak Ditanggung Perusahaan
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Gaji Bruto:

Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan)

Rp 79.446.000

Premi Dibayar Perusahaan Rp 3.177.840
Tunjangan Transport Rp  7.800.000
Tunjangan Makan Rp  6.240.000
Tunjangan Hari Raya Rp  6.620.500

Jumlah Penghasilan Bruto

Rp 103.284.340

Dikurangi:

Biaya Jabatan 5% Rp  5.164.217
Premi Dibayar Karyawan Rp 794.460
Jumlah Pengurang Rp 5.958.677

Jumlah Gaji Netto Setahun

Rp 97.325.663

PTKP (K/3)

Rp 48.000.000

Penghasilan Kena Pajak

Rp 49.325.663

Pembulatan Penghasilan Kena Pajak

Rp 49.325.000

PPh 21 Terutang 1 Tahun Rp  2.466.250
(5% X Rp 49.325.000)

PPh 21 Terutang 1 Bulan Rp 205.521
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun Rp 2.466.250
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan Rp 205.521

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui,

jika pajak ditanggung

perusahaan maka pajak penghasilan karyawan ‘B’ (K/3) yang harus
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ditanggung oleh perusahaan adalah Rp 205.521 per bulan atau dalam
setahun PT ABC harus menanggung Rp 2.466.250. Perusahaan akan
mengalami kerugian karena beban pajak karyawan tidak dapat dibebankan
sebagai biaya karena dianggap sebagai natura atau kenikmatan, sedangkan
bagi karyawan penghasilan yang diterima tidak berkurang.
(3)Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak

Pemberian tunjangan pajak diharapkan dapat mengurangi jumlah
Pajak Penghasilan pasal 25 yang ditanggung oleh perusahaan dengan
mengalihkan kepada Pajak Penghasilan pasal 21 yang akan dibayar oleh
karyawan, akan tetapi pemberian tunjangan pajak ini dapat meningkatkan
jumlah gaji yang diterima oleh karyawan. Tunjangan pajak yang diberikan
diasumsikan sebesar pajak terutang dengan metode pajak ditanggung oleh

perusahaan (net method). Berikut merupakan contoh perhitungan:



Tabel 4.8 Tunjangan Pajak
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Gaji Bruto:

Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan) | Rp 79.446.000

Premi Dibayar Perusahaan Rp 3.177.840

Tunjangan Transport Rp  7.800.000

Tunjangan Makan Rp  6.240.000
Tunjangan Hari Raya Rp  6.620.500
Tunjangan Pajak Rp  2.466.250
Jumlah Penghasilan Bruto Rp 105.750.590
Dikurangi:

Biaya Jabatan 5% Rp  5.287.530
Premi Dibayar Karyawan Rp 794.460
Jumlah Pengurang Rp 6.081.990
Jumlah Gaji Netto Setahun Rp 99.668.600

PTKP (K/3) Rp 48.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp 51.668.600
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak Rp 51.668.000
PPh 21 Terutang 1 Tahun Rp  2.750.200
(5%xRp 50.000.000) + (15%xRp 1.668.000)

PPh 21 Terutang 1 Bulan Rp 229.183
Tunjangan Pajak Rp  2.466.250
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun Rp 283.950
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan Rp 23.663

Sumber : Data diolah (2016)
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui pajak terutang karyawan ‘B’
setelah diberi tunjangan pajak adalah Rp 2.750.200. Jika perusahaan
memberikan tunjangan pajak sebesar pajak terutang dengan metode pajak
ditanggung perusahaan (net method) Rp 2.466.250, maka terdapat selisih
antara tunjangan pajak dengan pajak terutang setelah diberi tunjangan
pajak. Terdapat selisih Rp 283.950 per tahun yang dibebankan kepada
karyawan ‘B’ karena perusahaan hanya memberikan tunjangan pajak
sebesar Rp 2.466.250.

(4) Gross Up Method

Gross up method adalah metode alternatif diantara metode yang
telah dijelaskan tersebut karena metode ini menguntungkan bagi kedua
belah pihak, yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Penerapan
Gross up method, perusahaan memberikan tunjangan pajak (tax
allowance) kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang
dengan perhitungan matematika yang sistematis, yaitu dengan cara di
gross-up. Dilihat dari sudut pandang perusahaan, tunjangan pajak
merupakan pengurang penghasilan karena bersifat benefit in cash,
sedangkan bagi karyawan merupakan take home pay yang tidak akan
berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya

penghasilan yang ada akan di gross-up sebesar pajak yang terutang.



Tabel 4.9 Gross Up
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Gaji Bruto:

Gaji Pokok Setahun (Rp 6.620.500 x 12 bulan) | Rp 79.446.000
Premi Dibayar Perusahaan Rp 3.177.840
Tunjangan Transport Rp  7.800.000
Tunjangan Makan Rp  6.240.000
Tunjangan Hari Raya Rp  6.620.500
Tunjangan Pajak (Gross Up) Rp  2.797.450
Jumlah Penghasilan Bruto Rp 106.081.790
Dikurangi:

Biaya Jabatan 5% Rp  5.304.090
Premi Dibayar Karyawan Rp 794.460
Jumlah Pengurang Rp  6.098.550
Jumlah Gaji Netto Setahun Rp 99.983.240
PTKP (K/3) Rp 48.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp 51.983.240
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak Rp 51.983.000
PPh 21 Terutang 1 Tahun Rp 2.797.450
(5%xRp 50.000.000) + (15%xRp 1.983.000)

PPh 21 Terutang 1 Bulan Rp 233.120
Tunjangan Pajak Setahun Rp 2.797.450
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun Rp 0
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan Rp 0

Sumber : Data diolah (2016)
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui, jika menerapkan metode
gross up, maka pajak penghasilan karyawan ‘B’ (K/3) yang harus dibayar
oleh perusahaan adalah Rp O per bulan atau dalam setahun PT ABC
menanggung Rp 0 karena sebelumnya tunjangan pajak tersebut telah di
gross-up dan dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan sesuai
dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36
Tahun 2008 serta penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang.

b) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Menentukan Metode yang Tepat

(1) Pajak Ditanggung Karyawan (Gross Method)



Tabel 4.10 Take Home Pay (Pajak Ditanggung Karyawan)
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Take Home Pay:

Gaji dan Tunjangan Setahun Rp 99.312.040
Dikurangi:

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp  2.466.250
Total Rp 96.845.790
Biaya Fiskal:

Penghasilan Bruto Rp 96.845.790
Total Rp 96.845.790
Biaya Komersial:

Biaya Fiskal Rp 96.845.790
Ditambah:

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp -
Total Rp 96.845.790
Selisih Biaya Fiskal dan Komersial Rp -

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa gaji dan tunjangan

setahun karyawan ‘B’ adalah Rp 99.312.040 kemudian dikurangi dengan

pajak terutang sebesar Rp 2.466.250, sehingga diperoleh Rp 96.845.790

yang merupakan take home pay yang akan dibawa pulang karyawan. Tidak

terdapat selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial jika pajak terutang

ditanggung oleh karyawan.

(2) Pajak Ditanggung Perusahaan (Net Method)



Tabel 4.11 Take Home Pay (Pajak Ditanggung Perusahaan)
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Take Home Pay:

Gaji dan Tunjangan Setahun Rp 99.312.040
Dikurangi:

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp -
Total Rp 99.312.040
Biaya Fiskal:

Penghasilan Bruto Rp 99.312.040
Total Rp 99.312.040
Biaya Komersial:

Biaya Fiskal Rp 99.312.040
Ditambah:

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp  2.466.250
Total Rp 101.778.290
Selisih Biaya Fiskal dan Komersial Rp  2.466.250

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa gaji dan tunjangan

setahun karyawan ‘B’ adalah Rp 99.312.040. Ditambah dengan pajak

penghasilan terutang sebesar Rp 2.466.250 yang ditanggung perusahaan,

sehingga diperoleh Rp 101.778.290. Terdapat selisih biaya fiskal dan

komersial sebesar Rp 2.466.250 karena pajak tersebut ditanggung oleh

perusahaan, sehingga take home pay yang dapat dibawa pulang oleh

karyawan sebesar Rp 99.312.040. Perusahaan mengalami kerugian jika

pajak ditanggung perusahaan karena biaya pajak tidak dapat dibebankan
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sebagai biaya sesuai dengan Pasal 9 ayat (1), sedangkan bagi karyawan

penghasilan yang diterimanya tidak berkurang.

(3) Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak

Tabel 4.12 Take Home Pay (Diberi Tunjangan Pajak)

Take Home Pay:

Gaji dan Tunjangan Setahun

Rp 101.778.290

Dikurangi:

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp 2.750.200
Total Rp 99.028.090
Biaya Fiskal:

Penghasilan Bruto Rp 99.028.090
Total Rp 99.028.090
Biaya Komersial:

Biaya Fiskal Rp 99.028.090
Ditambah:

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp -

Total Rp 99.028.090
Selisih Biaya Fiskal dan Komersial Rp -

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa gaji dan tunjangan setahun

karyawan ‘B’ sebesar Rp 101.778.290. Dikurangi

dengan pajak

penghasilan terutang sebesar Rp 2.750.200, sehingga take home pay yang

dibawa pulang oleh karyawan ‘B’ sebesar Rp 99.028.090. Tidak terdapat
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selisih antara biaya komersial dan fiskal karena beban pajak penghasilan

karyawan yang ditunjang perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya.

(4) Gross Up Method

Tabel 4.13 Take Home Pay (Gross Up Metod)

Take Home Pay:

Gaji dan Tunjangan Setahun Rp 102.109.490
Dikurangi:

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp 2.797.450
Total Rp 99.312.040
Biaya Fiskal:

Penghasilan Bruto Rp  99.312.040
Total Rp 99.312.040
Biaya Komersial:

Biaya Fiskal Rp  99.312.040
Ditambah:

Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp -
Total Rp 99.312.040
Selisih Biaya Fiskal dan Komersial Rp -

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa gaji dan tunjangan

karyawan ‘B’ setahun sebesar Rp 102.109.490. dikurangi dengan pajak

penghasilan terutang sebesar Rp 2.797.450, sehingga take home pay

setahun yang dibawa pulang oleh karyawan ‘B’ sebesar Rp 99.312.040.
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Tidak terdapat selisih antara biaya komersial dan fiskal. Baik perusahaan

maupun karyawan tidak mengalami kerugian.

3. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses
mengevaluasi beberapa alternatif yang ada. Ditinjau dari segi perpajakan,
alternatif tersebut pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan
biaya, oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang
menjanjikan keuntungan yang terbesar. Sebagian besar dari tindakan yang
diambil dalam rangka perpajakan dapat dikategorikan sebagai keuntungan
pajak (tax benefit) atau biaya pajak (tax cost). Seorang pengambil
keputusan harus mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak
terkait dengan alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan tersebut.
Pemilihan alternatif perpajakan tersebut berdasarkan beban pajak yang
paling efisien yang harus dibayar oleh perusahaan.

Pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan
perusahaan. Pemilik perusahaan tentunya ingin menikmati hasil usahanya
seoptimal mungkin. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dari
perencanaan pajak yang dilakukan. Evaluasi pelaksanaan perencanaan
pajak diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keuntungan yang
diperoleh perusahaan dalam menerapkan metode perencanaan pajak yang
paling sesuai dengan kondisi perusahaan.

Sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan, PT ABC sudah

tepat dalam memberikan tunjangan makan dan transport kepada
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karyawannya dalam bentuk tunai. Hal tersebut memberikan keuntungan
bagi perusahaan karena tunjangan makan dan tunjangan transport yang
diberikan kepada karyawan dapat dibebankan sebagai biaya sesuai
dengan Pasal 6 ayat (1). Laba bersih yang diperoleh menjadi semakin
kecil dan pajak terutang yang dibayar perusahaan menjadi semakin
rendah pula. Akan tetapi dari segi pembebanan biaya pajak penghasilan
karyawan, perusahaan akan mengalami kerugian jika terus menerapkan
kebijakan untuk menanggung pajak penghasilan karyawannya.
a. Hasil Pemilihan Metode

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka berikut ini
merupakan tabel perbandingan hasil pemilihan metode yang paling
sesuai untuk perusahaan.

Tabel 4.14 Hasil Pemilihan Metode

Selisih
Keterangan THP Biaya Biaya Biaya
Fiskal Komersial | Fiskal dan
Komersial
Ditanggung 96.845.790 96.845.790 | 96.845.790 -
Karyawan
Ditanggung 99.312.040 | 99.312.040 | 101.778.290 | 2.466.250
Perusahaan
Tujangan 99.028.090 | 99.028.090 | 99.028.090 -
Pajak
Gross Up 99.312.040 99.312.040 | 99.312.040 -

Sumber : Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa take home pay
yang dibawa pulang karyawan yang paling rendah adalah jika

menerapkan pajak ditanggung oleh karyawan yaitu sebesar Rp
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96.845.790. Hal tersebut memberikan kerugian dari sisi karyawan.
Selanjutnya adalah pemberian tunjangan pajak, yaitu sebesar Rp
99.028.090 yang berakibat take home pay yang diterima karyawan juga
tetap rendah. Take home pay yang paling besar yang dibawa pulang oleh
karyawan adalah jika pajak ditanggung oleh perusahaan dan menerapkan
metode gross-up. Akan tetapi, pada pajak ditanggung perusahaan terjadi
selisih biaya fiskal dan komersial sebesar Rp 2.466.250, sedangkan jika
menerapkan metode gross-up tidak terjadi selisin biaya komersial dan
fiskal.
b. Take Home Pay (Perbulan)

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan perbandingan
take home pay karyawan per bulan.

Tabel 4.15 Take Home Pay Karyawan/bulan

Keterangan THP Per Bulan
Ditanggung Karyawan Rp 8.070.483
Ditanggung Perusahaan Rp 8.276.003
Tujangan Pajak Rp 8.252.341
Gross Up Rp 8.276.003

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan keempat metode tersebut, take home pay atau gaji
yang dibawa pulang oleh karyawan menghasilkan angka yang berbeda-
beda. Karyawan akan membawa pulang gaji sebesar Rp 8.070.483 jika
pajak ditanggung oleh karyawan; Rp 8.276.003 jika pajak ditanggung

oleh perusahaan; Rp 8.252.341 jika perusahaan memberikan tunjangan
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pajak; serta Rp 8.276.003 jika perusahaan menerapkan metode gross-up.
Diantara keempat metode tersebut, pajak ditanggung perusahaan dan
penerapan metode gross-up lah yang menguntungkan bagi karyawan
karena gaji yang dibawa pulang oleh karyawan jumlahnya yang paling

besar.

Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana
Pajak
Perencanaan pajak memiliki tujuan untuk meminimalkan beban
pajak yang ditanggung perusahaan tanpa mengorbankan kepentingan
karyawan. Prinsip dapat dipajaki (taxable) dan dapat dibiayakan
(deductible) merupakan prinsip yang lazim digunakan dalam
perencanaan pajak. Pada umumnya prinsip ini mengubah biaya yang
tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau
sebaliknya mengubah biaya penghasilan yang merupakan obyek pajak
menjadi penghasilan yang bukan obyek pajak, dengan konsekuensi
terjadinya perubahan pajak terutang akibat pengubahan tersebut.
Melalui prinsip taxable dan deductible tersebut, maka dapat dilakukan
usaha untuk memaksimalkan pengurangan-pengurangan yaitu dengan
cara mengalihkan pemberian dalam bentuk natura ke dalam bentuk
tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuali
prinsip dapat dipajaki dan dapat dikurangkan yang menganut ketentuan

undang-undang perpajakan.



87

Apabila pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti
biaya pajak penghasilan karyawan diubah menjadi tunjangan pajak
maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak
Penghasilan, tunjangan pajak yang diberikan dalam bentuk uang
tersebut merupakan penghasilan yang akan dipajaki dan dilain pihak
berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a biaya tunjangan pajak tersebut
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Melalui
perencanaan pajak, maka akan dipilih resiko yang paling minim terjadi
apabila menerapkan masing-masing metode penghitungan pajak.
Berdasarkan metode penghitungan pajak yang telah dijelaskan tersebut,
maka berikut ini merupakan analisis dari metode-metode tersebut:

1) Pajak Ditanggung Karyawan

(a) Penghasilan yang diterima karyawan (take home pay) akan
dipotong sebesar pajak penghasilan yang terutang. Hal ini
merugikan dari sisi karyawan karena penghasilan yang diterima
karyawan berkurang sebesar pajak penghasilan yang terutang.

(b) Perusahaan dianggap kurang memperhatikan kesejahteraan
karyawan karena membebankan pajak penghasilan karyawan.

(c) Perusahaan tidak mengalami kerugian karena tidak menanggung
pajak penghasilan karyawannya.

(d) Tidak terjadi koreksi positif maupun negatif pada laporan laba
rugi perusahaan atas beban gaji.

2) Pajak Ditanggung Perusahaan
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(a) Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan
tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena dianggap sebagai
natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja.

(b) Take home pay yang diterima karyawan akan tetap jumlahnya
atau penghasilan yang diterima tidak berkurang, sehingga
karyawan diuntungkan.

(c) Terjadi koreksi positif pada laporan laba rugi atas beban gaji
karyawan karena Pajak Penghasilan karyawan tidak dapat
dibebankan sebagai biaya.

(d) Biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah yang paling besar
jika menerapkan metode ini karena perusahaan menanggung
pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan karyawan.

3) Tunjangan Pajak

(@) Tunjangan pajak diasumsikan diberikan perusahaan sebesar
pajak penghasilan yang terutang dengan net method.

(b) Terjadi selisih antara tunjangan pajak yang diberikan dengan
pajak penghasilan yang harus dibayar, sehingga karyawan yang
akan dirugikan karena menanggung selisih tersebut.

(c) Tidak terjadi koreksi baik positif maupun negatif pada laporan
laba rugi perusahaan.

4) Gross Up
(a) Penghasilan bruto karyawan meningkat, tetapi take home pay

yang diterima oleh karyawan tetap jumlahnya.
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(b) Tunjangan pajak dapat dijadikan sebagai pengurang biaya
perusahaan.

(c) Biaya pengeluaran perusahaan menjadi lebih besar dengan
memberikan tunjangan pajak dengan rumus tertentu, tetapi hal
tersebut berakibat pada rendahnya pajak penghasilan yang

terutang.

5. Pengaruh Penerapan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 terhadap
Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya

Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dibuat, maka berikut ini
merupakan pengaruh dari penghitungan Pajak Penghasilan karyawan terhadap
pajak penghasilan PT ABC Surabaya.
a. Pajak Ditanggung Karyawan
(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila
menerapkan pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan, maka Pajak
Penghasilan pasal 21 karyawan yang harus dipotong dari penghasilan
karyawan sebesar Rp 112.217.900 setahun. Bagi perusahaan tidak akan
berpengaruh terhadap laporan laba rugi karena pajak penghasilan karyawan
tersebut ditanggung atau dipotong dari penghasilan karyawan sepenuhnya.
Sebaliknya, penghasilan yang diterima karyawan berkurang sebesar pajak
penghasilan yang terutang, sehingga jika menerapkan metode ini akan
merugikan dari sudut pandang karyawan. Pada akhir periode tidak terjadi

koreksi fiskal baik positif maupun negatif atas biaya gaji tersebut karena
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pajak penghasilan karyawan seluruhnya ditanggung oleh masing-masing
karyawan.
(2) Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya

Besarnya Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya apabila menerapkan
metode pajak penghasilan ditanggung karyawan, maka tidak terjadi
perubahan besarnya pajak penghasilan badan. Tabel 4.16 merupakan tabel
Pajak Penghasilan badan jika menerapkan metode pajak ditanggung
karyawan.

Tabel 4.16 Pajak Penghasilan PT ABC

Laba Fiskal (Pembulatan) Rp 5.508.638.000
Pajak Penghasilan Badan:

25% x Rp 5.508.638.000 Rp 1.377.159.500
Laba Bersih Setelah PPh Badan Rp 4.131.478.500

Sumber: Data Diolah (2016)

Setelah dilakukan perencanaan pajak melalui penerapan metode
pajak ditanggung karyawan, maka dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa laba
fiskal sebesar Rp 5.508.638.000. Kemudian dari laba fiskal tersebut dikalikan
tarif pajak penghasilan Badan sebesar 25%, sehingga pajak penghasilan
terutangnya diperoleh angka sebesar Rp 1.377.159.500. Laba bersih setelah
dikurangi Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 4.131.478.500.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC Surabaya

Berdasarkan perhitungan tersebut, tabel 4.17 menunjukkan beban
Pajak Penghasilan secara keseluruhan yang ditanggung oleh PT ABC

Surabaya dengan rincian:
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Tabel 4.17 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC

PPh Pasal 21 Karyawan Rp 0
PPh Badan PT ABC Rp 1.377.159.500
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Rp 1.377.159.500

Sumber: PT ABC Surabaya (data diolah 2016)
Berdasarkan tabel 4.17 dengan menggunakan gross methods (pajak
ditanggung karyawan), maka Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang
ditanggung oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 0 dan beban pajak

penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC Rp 1.377.159.500.

b. Pajak Ditanggung Perusahaan
(1)Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila
menerapkan pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan, maka Pajak
Penghasilan pasal 21 karyawan sebesar Rp 112.217.900 setahun. Bagi
perusahaan berpengaruh terhadap laporan laba rugi karena pajak penghasilan
karyawan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.
Sebaliknya, penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang, sehingga
jika menerapkan metode ini akan merugikan dari pihak perusahaan. Pada
akhir periode dilakukan koreksi positif atas biaya gaji karena tidak dapat
dibebankan sebagai biaya dan dianggap sebagai natura atau kenikmatan.
(2) Pajak Penghasilan PT ABC

Berdasarkan pada Lampiran VI diketahui bahwa beban pajak PT ABC

tahun 2015 sebesar Rp 1.377.159.500 dengan rincian perhitungan:
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Tabel 4.18 Pajak Penghasilan PT ABC

Laba Fiskal (Pembulatan) Rp 5.508.638.000
Pajak Penghasilan Badan:

25% X Rp 5.508.638.000 Rp 1.377.159.500
Laba Bersih Setelah PPh Badan Rp 4.131.478.500

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.18 tersebut dapat diketahui bahwa laba fiskal
sebesar Rp 5.396.421.000. Laba fiskal tersebut dikenakan tarif PPh Badan
sebesar 25%, sehingga Pajak Penghasilan Badan PT ABC sebesar Rp
1.377.159.500. Laba bersih PT ABC Surabaya setelah dikurangi PPh Badan
adalah sebesar Rp 4.131.478.500.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC

Berdasarkan data yang diperoleh, maka besarnya beban pajak
penghasilan yang harus dibayar atau ditanggung perusahaan selama setahun
jika menerapkan pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan sebesar:

Tabel 4.19 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC

PPh Pasal 21 Karyawan Rp 112.217.900
PPh Badan PT ABC Rp 1.377.159.500
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Rp 1.489.377.400

Sumber: Data diolah (2016)

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa besarnya pajak yang ditanggung atau
yang harus dibayar oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 1.489.377.400. Hasil
tersebut diperoleh dengan rincian PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung
perusahaan sebesar Rp 112.217.900 ditambah dengan Pajak Penghasilan

Badan sebesar Rp 1.377.159.500. Jadi, dalam tahun 2015 PT ABC Surabaya
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harus membayar kewajiban pajak penghasilan untuk badan dan karyawannya

sebesar Rp 1.489.377.400.

c. Diberikan Tunjangan Pajak
(1)Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila
perusahaan menerapkan pemberian tunjangan pajak, maka Pajak Penghasilan
pasal 21 karyawan yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp O karena
perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang diasumsikan
sebesar pajak penghasilan terutang dengan metode pajak ditanggung
perusahaan (net method), yaitu Rp 112.217.900. Tunjangan pajak tersebut
dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), tetapi jika
perusahaan menerapkan metode ini Pajak Penghasilan karyawan akan
meningkat menjadi Rp 122.896.250, sehingga terdapat selisih sebesar Rp
10.678.350 yang harus ditanggung oleh karyawan yang tentunya akan
merugikan dari sudut pandang karyawan. Pada akhir periode tidak terjadi
koreksi fiskal baik positif maupun negatif atas biaya gaji tersebut karena

tunjangan pajak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

(2) Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya
Tabel 4.20 merupakan tabel pajak penghasilan badan apabila
menerapkan perencanaan pajak dengan metode pemberian tunjangan pajak

penghasilan.
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Tabel 4.20 Pajak Penghasilan PT ABC

Laba Fiskal (Pembulatan) Rp 5.396.420.000
Pajak Penghasilan Badan:

25% x Rp 5.396.420.000 Rp 1.349.105.000
Laba Bersih Setelah PPh Badan Rp 4.047.315.000

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa laba fiskal Rp
5.396.420.000. Kemudian dari laba fiskal tersebut dikalikan tarif pajak
penghasilan badan 25%, sehingga pajak penghasilan terutangnya diperoleh
angka sebesar Rp 1.349.105.000. Laba bersih setelah PPh PT ABC jika
menerapkan metode pemberian tunjangan pajak sebesar Rp 4.047.315.000.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC Surabaya
Berdasarkan data yang diperoleh, maka besarnya beban pajak
penghasilan yang harus dibayar atau ditanggung perusahaan selama setahun
jika menerapkan pemberian tunjangan pajak adalah:

Tabel 4.21 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC

PPh Pasal 21 Karyawan Rp 0
PPh Badan PT ABC Rp 1.349.105.000
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Rp 1.349.105.000

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.21 dengan menggunakan metode pemberian
tunjangan pajak, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang
ditanggung oleh PT ABC Surabaya sebesar Rp 0. Hal ini terjadi karena
perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar Rp

112.217.900 yang dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6
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ayat (1), sehingga Pajak Penghasilan yang ditanggung PT ABC selama

setahun sebesar Rp 1.349.105.000.

d. Gross Up Methods
(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Berdasarkan pada lampiran VI dapat diketahui bahwa apabila
perusahaan menerapkan gross up method, maka pajak penghasilan pasal 21
karyawan yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 0 karena pajak
penghasilan karyawan yang harus dibayar oleh perusahaan dengan nama
“tunjangan pajak” dapat dibebankan sebagai biaya sesuai Pasal 6 ayat (1),
sehingga perusahaan tidak dirugikan dengan membayar beban pajak
karyawannya dan penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang. Pada
akhir periode tidak terjadi koreksi fiskal baik positif maupun negatif atas
biaya gaji tersebut.
(2) Pajak Penghasilan PT ABC Surabaya

Tabel 4.16 merupakan tabel pajak penghasilan badan setelah
dilakukannya perencanaan pajak dengan metode gross-up.

Tabel 4.22 Pajak Penghasilan PT ABC

Laba Fiskal (Pembulatan) Rp 5.384.232.000
Pajak Penghasilan Badan:

25% x Rp 5.384.232.000 Rp 1.346.058.000
Laba Bersih Setelah PPh Badan Rp 4.038.174.000

Sumber: Data diolah (2016)
Setelah dilakukan perencanaan pajak melalui penerapan metode

gross-up, maka dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa laba fiskal Rp
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5.384.232.000. Laba fiskal tersebut dikalikan tarif pajak penghasilan badan
25%, sehingga pajak penghasilan terutangnya diperoleh angka sebesar Rp
1.346.058.000. Laba bersih setelah PPh PT ABC jika menerapkan metode

gross-up sebesar Rp 4.038.174.000.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT ABC Surabaya
Tabel 4.23 menunjukkan beban Pajak Penghasilan yang ditanggung
oleh PT ABC Surabaya selama setahun dengan rincian:

Tabel 4.23 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT ABC

PPh Pasal 21 Karyawan Rp 0
PPh Badan PT ABC Rp 1.346.058.000
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Rp 1.346.058.000

Sumber: Data diolah (2016)

Berdasarkan tabel 4.23 dengan menggunakan metode gross-up,
maka Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang ditanggung oleh PT ABC
Surabaya sebesar Rp 0. Hal ini terjadi karena beban pajak penghasilan
karyawan yang seharusnya ditanggung perusahaan sebesar Rp 124.406.200
boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat
(1) yang berakibat pula pada menurunnya laba perusahaan, sehingga beban
Pajak Penghasilan yang ditanggung olenh PT ABC Rp 1.346.058.000.

Menurut perhitungan yang telah dilakukan, berikut ini merupakan

tabel perbandingan Penghematan Pajak Penghasilan PT ABC.
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Metode PPh 21 PPh Badan Total PPh | Penghematan
Penghitungan | Karyawan 25% Pajak
Berdasarkan
Perusahaan
Karyawan 0 1.377.159.500 | 1.377.159.500 | 112.217.900
Perusahaan 112.217.900 | 1.377.159.500 | 1.489.377.400 0
Tunjangan 0 1.349.105.000 | 1.349.105.000 | 140.272.400
Gross Up 0 1.346.058.000 | 1.346.058.000 | 143.319.400

Sumber: Data diolah (2016)

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa penghematan pajak terbesar adalah

apabila menerapkan metode gross up, yaitu sebesar Rp 143.319.400.

Menurut perhitungan yang telah dilakukan, maka berikut ini merupakan

tabel perbandingan laba bersih penerapan metode alternatif.

Tabel 4.25 Perbandingan Laba Bersih

Ditanggung | Ditanggung Diberikan Gross Up

Keterangan Karyawan Perusahaan | Tunjangan Method
Pajak

Laba
Komersial 5.508.638.330 | 5.396.420.430 | 5.396.420.430 | 5.384.232.130
Koreksi Fiskal - 112.217.900 - -
Laba Kena
Pajak Fiskal 5.508.638.330 | 5.508.638.330 | 5.396.420.430 | 5.384.232.130
Laba Kena
Pajak  Fiskal | 5.508.638.000 | 5.508.638.000 | 5.396.420.000 | 5.384.232.000
Pembulatan
Pajak
Penghasilan 1.377.159.500 | 1.377.159.500 | 1.349.105.000 | 1.346.058.000
Terutang 25%
Laba Bersih | 4.131.478.500 | 4.131.478.500 | 4.047.315.000 | 4.038.174.000
Fiskal

Sumber: Data diolah (2016)
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Tabel 4.24 menunjukkan bahwa laba bersih yang paling optimal
adalah apabila perusahaan menerapkan metode gross up. Laba bersih
dengan menerapkan metode gross up sebesar Rp 4.038.174.000; pemberian
tunjangan pajak sebesar Rp 4.047.315.000; pajak ditanggung karyawan

maupun perusahaan sebesar Rp 4.131.478.500.

6. Memutakhirkan Rencana Pajak

Memutakhirkan perencanaan pajak merupakan konsekuensi yang
perlu dilakukan oleh manajer perusahaan. Memutakhirkan rencana pajak
dilakukan dengan memberikan masukan kepada manajer perusahaan atas
perencanaan pajak yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk
memperbaiki kebijakan yang ada di perusahaan dan untuk memperoleh hasil
yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan
karyawan. Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dibuat, sudah sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku yang mengacu pada beberapa
ketentuan, yaitu Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan
Nomor 36 Tahun 2008, hanya saja dalam penerapan metode penghitungan
pajak sebaiknya perusahaan mengganti dengan kebijakan yang baru yaitu
dengan cara gross-up karena dengan cara tersebut dapat mengefisiensikan
Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC tanpa merugikan dari pihak
karyawan.

Berdasarkan tabel 4.24 dan lampiran VI dapat diketahui perencanaan
pajak yang terbaik untuk dilakukan adalah mengganti penerapan metode

penghitungan pajak dari pajak ditanggung perusahaan (net method) menjadi
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gross up method. Sebelum melakukan perencanaan pajak, Pajak Penghasilan
yang ditanggung oleh PT ABC baik untuk Pajak Penghasilan Karyawan
maupun Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 1.489.377.400. Setelah
penerapan metode gross up, Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT
ABC mengalami penurunan menjadi Rp 1.346.058.000, sehingga terdapat
penghematan Pajak sebesar Rp 143.319.400. Penerapan gross up method
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi perusahaan beban
Pajak Penghasilan karyawan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan,

sedangkan bagi karyawan penghasilan yang diterima tidak berkurang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya,
maka pada bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Laporan Laba Rugi PT ABC masih terdapat akun yang dapat dikoreksi
positif, yaitu biaya gaji karyawan karena pajak penghasilan karyawan
yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya,
sehingga total pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT ABC sebesar
Rp 1.489.377.400.

2. Model perencanaan pajak, diketahui besarnya pajak penghasilan
karyawan yang terutang dengan penerapan masing-masing metode, yaitu:
a) Pajak ditanggung karyawan Rp 205.521 per bulan; b) Pajak ditanggung
perusahaan Rp 205.521 per bulan; c) Diberikan Tunjangan Pajak Rp
23.663 per bulan; d) Gross Up Method Rp 0.

3. Kebijakan yang telah diterapkan PT ABC sudah tepat terkait pemberian
tunjangan makan dan tunjangan transport, tetapi dilain sisi terus menerus
menanggung pajak penghasilan karyawan akan berakibat menurunnya
laba yang diperoleh perusahaan karena perusahaan tidak dapat
membebankan pajak penghasilan karyawan sebagai biaya sesuai dengan
Pasal 9 ayat (1), sehingga apabila perusahaan terus menanggung pajak

penghasilan karyawan akan merugikan perusahaan.

100
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4. Pengaruh penerapan metode penghitungan pajak terhadap Pajak
Penghasilan PT ABC adalah: a) Pajak ditanggung karyawan Rp
1.377.159.500; b) Pajak ditanggung perusahaan Rp 1.489.377.400; c)
Diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 1.349.105.000; d) Gross Up
Method Rp1.346.058.000.

5. Memutakhirkan perencanaan pajak dapat dilakukan dengan mengganti
kebijakan yang telah dilakukan perusahaan dari pajak ditanggung
perusahaan (net method) menjadi gross up method dikarenakan terdapat
peghematan pajak sebesar Rp 143.319.400.

B. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan, perhitungan dan kesimpulan yang
telah diberikan tersebut, maka akan diberikan beberapa saran untuk PT ABC
sebagai referensi dalam kegiatan operasional perusahaan dan pengambilan
keputusan, yaitu:

1. PT ABC Surabaya sebaiknya mengubah biaya-biaya yang tidak
diperbolehkan menjadi pengurang sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) menjadi
biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang sesuai Pasal 6 ayat (1),
misalnya saja mengganti biaya pajak penghasilan karyawan menjadi
bentuk tunjangan pajak penghasilan.

2. Berdasarkan pada kondisi perusahaan, maka PT ABC Surabaya sebaiknya
melakukan penghitungan pajak penghasilan dengan menerapkan metode
gross up karena metode tersebut merupakan metode yang paling

menguntungkan jika dilihat dari dua sudut pandang, yaitu bagi perusahaan
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dan juga karyawan. Penerapan metode gross up sangat membantu
perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan yang
ditanggungnya serta bagi karyawan penghasilan yang diterima tidak
berkurang.

. Penerapan gross up method diharapkan mampu untuk memotivasi atau
meningkatkan semangat serta meningkatkan kinerja para karyawannya.
Apabila perusahaan menerapkan metode ini, perusahaan sebagai entitas
bisnis akan dianggap peduli terhadap para karyawannya dan di mata
masyarakat nama perusahaan ini akan semakin dipercaya sebagai

perusahaan yang memperlakukan dengan baik para karyawannya.



DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan Edisi 3.
Jakarta: Salemba Empat.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Edisi
Revisi VI. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Azwar, Saifudin. 2013. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Bahjah, Agus. 2013. Strategi dan Kebijakan Efektif tentang Tunjangan dan
Fasilitas (Fringe Benefit). Jurnal Ilmiah Universitas Indonesia.

Dawson, Dr. Catherine. 2013. Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Dian, Hafidhatun. 2014. Analisis Penerapan Metode Gross-Up dalam
Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan Tetap
Kantor PDAM  Kabupaten  Kebumen.  Surakarta:  Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Dian, Titin. 2014. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam
Upaya Penghematan Pajak Penghasilan. Malang: Universitas Brawijaya.

Idrus, M. 2009. Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.
Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor
Wilayah DJP Jawa Timur. Pemotongan / Pemungutan PPh Revisi 2013.
Jakarta: OASIS

Landy, Novia. 2015. Perencanaan Pajak pada PT ‘X’ dalam Upaya
Meminimalisir Pajak Penghasilan Badan yang Harus Dibayar. Malang:
Universitas Brawijaya.

Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.

Muljono, Djoko. 2009. Akuntansi Pajak Lanjutan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nazir, Ph.D Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

103



104

Nisrina, Nyimas, 2016. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai
Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada
PT Z). Malang: Universitas Brawijaya

Nota Keuangan RABPN (Rencana Anggaran dan Belanja Penerimaan Negara)
2015. Jakarta

Novayanti, Debora. 2012. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan
(PPh 21) sebagai Upaya untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan.
Jakarta: Universitas Indonesia.

Pohan, Chairil Anwar. 2011. Optimizing Corporate Tax Management: Kajian
Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini. Jakarta: Bumi Aksara.

. 2013. Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan
Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba.

Rizky Fitri, Riza. 2014. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21
untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Malang: Universitas
Brawijaya.

Sambodo, Agus. 2014. Pajak Dalam Entitas Bisnis. Malang: Salemba Empat.

. 2015. Pendidikan Profesi Konsultan Pajak Brevet A, B dan C.
Malang: Cipta Jasatama

Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Yogyakarta: Salemba Empat.
. 2014. Hukum Pajak. Yogyakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, Thomas. 2012. Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak. Jakarta:
Indeks

Supriyono, R. A. 2009. Akuntansi Manajemen I. Yogyakarta: BPFE.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. Metodologi Penelitian Sosial.
Jakarta: PT Bumi Aksara

Waluyo, 2014. Akuntansi Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Wijayanti, Anita. 2002. Penerapan Perencanaan Perpajakan terhadap Pemberian
Natura (Benefit in Kind). Malang: Universitas Brawijaya

Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat



105

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai
Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau
Pemekaran Usaha. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009
tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta
Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di
Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang
Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan
dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.010/2015
tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) dan Peraturan Pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Internet

Daymon, Christine & Immy Holloway. 2007. Metode-Metode Riset Kualitatif
dalam Public Relations dan Marketing Communications. Yogyakarta:
Bentang Pustaka. Diakses pada tanggal 16 Juni 2016 dari
http://books.google.co.id/

Wirartha, | Made. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta:
ANDI. Diakses pada tanggal 14 Juni 2016 dari http://books.google.co.id/

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. Arti Kata “Efisiensi” Menurut KBBI.
Diakses tanggal 23 Juni 2016 dari http://kbbi.co.id/arti-kata/efisiensi




LAMPIRAN



L LAMPIRAN I

PT ADC SURABAYA
LAPCRHAN LARA RLIGH SERELLM PERENSCANAAN
TAHUN 3815
KETERANGAN KOMERSLAL PUSITIF NEGATIF FISRAL
PEMJUALAN Y e L
Porjualan |E7.8%7, 707,050 | AT H9. 07558
Perguatan | e ] (SEZEM A
FEMIUALAN BERSIH 157384567 606 = INT. ML A6 6006
HARGA POKOK PERJUALAN | lesastasnaso | 16528 659,430
LANA KOTOR 31556208, 126 . 21550208 1 26
Berys Karyamss : |
Flimya Ciayi Karyawan Kamior LMOIIE | (112.217900) 3,190.010. 184 |
i i Ko i | o]
Tanjangsn Trarpon 4 34,200,000 | E36 300,000
Tenjangan Makan 149 450000 4 440 0
Tenjargan Hari Kays maapan [ 834, 1E2 |
Hisys Kull 300,000 ) ) |
S = | o
e — - -
Karstar ¥3eA22 §7.210422
[ — 45767401 45,767,401
— - 46,076,140 44578540 |
Listrik dan Ak 551,76 600 . 551764 500
Ry Tebepon das fa TLMTAS ' T2 47 A5
Parkir das Tol 297217562 HTEI7.962
larar b.camazan dan Yoerihas IEL1EE15] 1. 148,131 |
Waya Asarnnsi 265481 141 264 851341
Frofeina 257 416,058 AT RG0S
Pajak Humni Rargusan 52 4.B0 53 149,850
Blya Pajak Kondarsan. | 9358060 ) 9388061
TR T—— L2 62541 074 |
Iharys Cotakan 101384 000 LB (00

i



H-!]-llwd'l Targa I-1_ ﬁ_!liﬂ i 14558 680
B Peraeaarmn [han i 5% 132 000 274 A X260
T e S—— 5,569 800 5 460 800
apa Perawaian Kenderaan TR 18] E4E i I IR HE
Total Bays Kaster dan
Admisnerasi el (B s
Mays Prajealan; =
Asghax des Ekapedai 6 AL 36T 600 BN 36T A0S
Baaya Korraai 2 570545 006 3 S0 S 0
[F!u_q!'-wlm (LD K 8 00
Total Hays Prajusian LISEITTHNE LAY H
Fraymatan dan Amecthas - '
Pmyusstan Esvemiarn 0 A 30 a2 535 23
F-n__-_u iITAITLAT IR IT2 07
zﬂhll Feayusstss dua 24110600 24131 a9
Pendapaiss | Frajaslan Lain-bsis |
an flusmga Fihad, 1] A 186 854 976
Penjsalan Aktive Teug T, T4 507 T54. 796 502 |
- it
_rl'lltllhllllllllhl- Pvojeslan SLESLETE RilESLATE
B. PrajuabsnFradspatan 7
Lidaasya:
Bizva Ad=usatrmi Rank 1360 24 | Lk e et N
iy Bangs [k __ Pl 330006511
{Toisl B. Frnjoalen / Fondopeian i3 1e 152 SEATILIST
ainmys P TR
Prmhalaten Laba Brruib &V 40,000 BRSO
Pajak Preghsallan Madaw 29% 1377, 015% 550 | 157708950
Lab Bersib Seoclah Fajak APIRIe0500 | (DIZ2IT.900) AL AT ADE




L LW FIRAN TH
FAlik HTANGOLRNG BARYAWARN

PT AR SURABAYA
DAFTAR G
TANUN 3053
Nams E Setaban Seiulen Dibaysr | Tramspert |  Mlskss THRE  |Pegholing Bros) g
= Perwsshass | ol
FEEIa | sosmo|  ees|  jeessn taonoo0 |  sdenoos|  doerses siane | d4sTMe
B I L] ED| 461000 k] LT TR0 | 6 3eh00n £.430.500 Lo R S.1e4 217
e [ [r]m]  oseteo| seows| iwns]| vmeoe| esesoee] secaem]|  simoaws]  aseu
p | 12 [v]Ks Tadennd | gumsoe|  jomisso]|  ceos|  esescee|  swnsw|  seossise 5039417
g | 2| L|KT 3106000 | admson )  LiZimo e T 4,430 948  TAAZLMO 641417
y Jale]m e ) awaie]  asman|  reeso]| szeme|  swsim|  mmsen 4
0 1| e ™ 43,000 T A7siaen | p e 3 7800500 e40000 | 315740 BlA2 1 3w o1
MERLEE nssis | ajesss|  aewomr|  gmscseo|  scesson|  eassiee|  e3iesas LRITATY
i FREEE TI 89330 1924810 1AETELY | 7800000 34000 LSTaAID 4577, 745 4T e
i 7| L ;'.-':i LR 5§00 1,504 00 78000000 T K B4 ns0 144 L0
k| 1Lk osesnos|  somaw| gemse|  7mcsen| eveme|  symss 1 301 Ldde 51T
.,_ i | L| ka2 HNTTEH -:.mmn 1,79 M TAMNN | k20 000 ATHA 0 | &4 ITLTEI =_ L3 aE
w | 12 ]e] ks w0 ] goem| mmvmel  ceoem| smeow] awme|  stssesw Ranazm |
| N i L |ED s T 8001 () 00 [ 7 BO0LL0 £ 240 (00 7400000 _1E% Bd0 L T42.000
"o | 2 | ufka|  owsmn]  eams| iwams]|  reoom]| speeose] awssamw $TIsLess | dmaan
NN sseban | ayaree|  poem)  reoee| ssmoe] 3700w o4 ia8 2209,
g | 12 | L|KD __“ﬂ"!.f.ﬂ LTELN00 LTSe7ed | Taonoon |  adeaooe| 1730 o3 | il 323830
,l__' TN ET Mazzon | yrinee L7480 T8 | A0 1308400 ol 155,380 | 1308 304




i 5 iz | L | KD i I 3 N30 1,840 163 T MONLO00 i THES. W e o8 RN RA] ey ] _
s ¢ [z fr]xa Moo | apose| v |  veooe]  szee| s sagmaol 1333119
x| y | @ |L]xa| 43 D420 174030 1,803 78000 (3 E_H_l-ngn' 3.736.300 el T 0 | 1234 0rd
il o | 12 ]L]xa a0 | ywoom|  2reme Tanooe | azesoes |  400om F7.106.000 3 b B
(2] w [ 12 ]L]xke a0 | yeeaon|  zuwom|  veoooe|  sasoco|  awesm LTI Aomu1d
a] x [ o [efwa] ssoreon]  gense| amenr]  reomee] assseeo| sssew ThIE1 897 170,143
x| o THER . 140 640 saerme|  peaigs|  reooeo|  asesse 141110 | LN A6 B
x| 3 R . |64 LT | 2AANE T i (e Sapo0d | 3ILTE ] BT Ale
i oaa | B | L] &3 _ufﬂ-ilﬂ: 1 730 0 | TEO00 | A0 |  1Toom RO | 1279 w00
1 Al IF | L | EQ A WRD ) 3, Tl (060 |, 74,200 7, S MK Rl T T 1] _:I:.!I'l:l.l:l:l:ln H.i!-:lﬂﬂl_ ]-.J'.'_I"..'_'FH
0| ag | lefma]|  smmmol snesse| iwomz]  veseoeo| sseweo| sowse|  sasma|  asare
| ap | B JL| K2 HEM areass | s TROGOM0 | adenmon | ITIas0 ol 8% 168 31068
= !-1; L™ A WL 1 3741413 I 79T MR 7 I 00K . JA0 (K 1 TaAa03 td 41K 464 LEGAD )
il oap i JL| KA AT 17 704580 7 ML000 240,001 L7150 A, 15 100 1 2 |
AN et | ymepes]|  emssm|  ymeseo|  sgeeom]|  rronem adiniend | 3o |
w] o | 2 [r]ma UT000)  gmeoee|  reswo|  ssesw|  swes|  asome atvemm | Baeoe
sl w2 we] el amege] omsve|  smeso| sseem|  smiie]  isesmas £ 000,00 |
s oag | ML K i apseznr | wssaam 7 561 50 4 3400 LlH0. 323 Al a1s w0 | 143130 |
" AX T L | K3 samnos | gepeoen]  1wom __ 700000 |  eM00m|  LTIS00 adnnim | 3101 980 |
Al a | 12| LKA AN 1?_h*115' i | 2 menson £.340 (%) 3118000 S ) 1L T 1105 950 |
::'_.w iz [e i-f -‘_‘Uﬂﬂ 1.735. M0 179750 7 B0 0 . 240 W0 Ly R Al 191 K44 I E4LE S
sl an 2| P ™ AT  ameye |  aEiTsss|  vEeom00 |  adeooe|  RENDW _ S35 £ H
2| an i3 | L TE ¥1or-1 (e A0 1, M4 ) 7 Wonad B3O | R ANL000 | Tl ek i ETI4.780
s | ap | 12| L] %0 M0 | ympseen | oo | zssaseo|  saewom|  amgees]|  sliae 134,930
vl oap | 1| LT _"-HJHT IARELT | e : TR0 | mdeo|  smeenT AT 11557
ol ap | 12 L|Kn ] arsee0 toeno | jemmn|  geeoom |  exeoon| Ao ]|  stame AT 040




ag | e|lm 5064 | awaw |l Tano0 |  srsame| 31T 4.1 J0 R 3297541
ar | 12 | L] | wamiess|  gessam| gewmon]  tecooo|  szsance|  39see 737032 168,357
ag | el ]| eoemo]| ymomo| same] veome] azeense| assese S804 060 LA
av [ fPlm ]| sxeoo| guno| ieome|  teome]  sdese|  1soe ST M09
aw | B2 L]m 12000000 | gpoonoos | arenooo |  e0000|  Adensoo | 10000000 bEIm0ee | a0e0oon
ax | el m™ 0000 | apamoe| iemes]|  veoooso|  szeeseo|  dijooo rizeen | ddssen
ay | 0 fPITR] 00000 |  apwoos)  3eseeo0|  TEaoeo|  enee |  emoooo|  saweond Lz
,,; TR ATAI0000 wonaos | 1 e0esm 1R00000 | 4340000 180 00 67430800 1.37) e
s | 12 0] T AL LM popermm|  7moeson|  e2esco0 1 ATEAN H7.570. 7% 3,380 5
Ba | 12 L] TR *Hﬂlﬁn 1729000 121 L) 1800000 | &2400000 1TTS (0 B9 7,000 1.4a 150
ne | 12 [L]xa TRo000 | goosooo |  aamnoon|  gwseson |  sdeom |  seome|  semosn L
mo | 12 | L]x2 Wa0mme | yweso| suomn|  ymeso|  smece)| iuoisse | 9280060 o N 0
T L LT LI ) CITARO.T | AMGSSOMGD | MY | JSREMIEI]  AMWREMTTY) IILETANNT




LARIUTAN

LAMPIRAN I
FAIAK DITANGOUNG KARYAWAN P ABE SURABAYA
DAFTAR GAN
TAHUN 1018
Fromi s Sl Gl FPh Fasal T Cagl Nma Seinlah Fapak
Mol Obaper | Praguraag | MNoite Seskes il FREF | Presboliea = .
rmtriadt | Seiskas Sebalss |  Sesben | Sebuies
Ll ssngsa]|  aeiran|  ssiseim ———r 29, o000 1 A%.900 20658 | aresene|  aessan
2] oeaasn|  deseers|  eravsess|  eosomen| wopies|  asazsooe| gesagiol s Merso | adiism
| amuoms|  amopess|  saasopnn | saososs PR arasaon | 1sersm | s | assasien | amwa
(4] rowe|  sowem| smao]| someo| momas|  sermon]| pemao|  wraso]  tasseso| e
5 wos | adiamr | eedaisas 43,000,000 T4 AR Y Aol 12m s | smssen | 4nieed
. sr1os) | 4SELIDS 01,742,307 14,000 000 430429017 aErELom | rIETI0R 190,557 SLANRII0 | a3m1.80
n | e _ demsni | enmizens 34, 000 L) 24T Jaweaoog | 1aemio0 LTS AL | dsdmess
| rmsar]  ssmie #1.5421 3 36,000,000 55332118 il  mzeel  gTad 0ASLEN0 | LRE7R8T
. yigssy | sassmes |  meadieng 14, 000 (60 1,004 902 SIANLOON | BRss MTAT| aLTIIAT | a7
s | el AR45187 I appoomn | anssew T IR EEE p00e | slodosso | soesTi
| pspasn]|  simaem B0 141 49,500 ) 390016 Jeonioeg | 1 sd0res pezarl | it | samem
X gapars | amepe | snwmoir 44,600 B 19207017 14.7007.000 TES I8 83 4 44022070 | dssmsia
s iz | vemun 55 A% 00000 Ty 15 4 0 P i BA6AY sasmizn |y |
s | oseem|  sssoms O AEY 000 48,000, B33 SRR 00 0L 00 L _ 1817 BATTIN0 | TEeNAN
b 414 850 AEASD )RR S 44w 1E.3Y1 530 | LT R TTATI AL LE TTH 1T AR
x vy 3_5.35_.5;_.' sodmnoat | ancooip | ipasecas | ieedinn | AT2.280 41871 A 1es e
s | aasare|  aesase|  endsioes|  smomoos)  prvmoa|  insseeos srosel  spam|  seeceam |  dssen
. sarm|  dasiam|  sasiamw | dconane BRI 1819000 | S50 IS Adgsndon |




1140

| : arodizas | ameonnos|  jansimn | o M 430 BT T TR
- HA238 LETA YIS Ao ]  somoooe) O ILICLOMI) KNG ) 0 THAO]  e1e0 44100000 | 1 4TT 380
n] saessl  demaoes] S0 anoo00ow] 190157 pResom | e maze | sajanaw | 1s10T1
f ) waooo| samme|  messes]|  ssoosme|  weeooee|  ween|  psmio]|  owes]|  sisuises|  asmen
s| wama| awren| remesse| ssomoee|  asss T e T oo Thll L I p 8 )
%) swow| avsam| mossn]| ssoosoen|  mewtam|  seestew| nsam lemsn) | SR | 4442088
8| eanaon]|  aovases|  mazewass|  dnpoooon|  dLrewss | sidwoon| 206390 |ansa) | sanorreso | e |
M| eenaew]|  somsen|  WAzewclo | Q000000 | M1 ReAm0| 41390000 | 306300 ey | edorneso | 3.0 m08
") aseooo|  dewsoo|  s0e0es | SO0G000 15910500 35000 00 ik 3000 ehden | sad0d00 | 0683 TR
] e  aemsen|  eamado | atooooeo]  pamsdo]  srsaooe|  wmease) e | sdmseaso | datesw
N sl | | Re7i0N4 pEiedsE | ssooenon 14 Ri%410 (EE AL ) . A4 P00 &4 FA0LEA0 1aTiand |
M) eamven|  wesamsn|  eovensd | kN 006600 |5 740,308 13, T 0 AL ensmn | waparden | 1eTLO)
sl wmag|  vemans|  sosssm|  wocesen|  semsrum|  smmoos) saeew] wossm|  aoesn| e
| wazm|  dssam|  cosiesw | wooeso|  imsieaw | imsiese| s Tz | aeseso|  dedlan
ol N A . LFo o T ool 0NN
r 437 ) 1.7I1.040 $L§1 540 A3 (00900 [ IRl . 115t LA L
vl noeoess|  voeewis | NReOTaen | aR000G00 ]  BLATAYT |  maetooe|  Tal4sm a1 | 10LAEREI0 | 4% S84
Nl amsopy|  aewvam|  eateenae]|  wmosooo]|  mvwwiie]  imiecoe|  piiseso s | arasevia| issssee |
S| a0  dAnTI0)|  eoasaasn | &1000.000 |5 A 13t 00 T M shdaz|  oseeto|  dgsnsar)
v wseo|  dAsiio|  eoueseasn | 000000 |88 4500 DB #2230 wawr | wisser | dsimos |
s | samzw|  aesrags|  savios|  wooeseo |  mivsess]|  sirseom | pesssm | P0817 | aL7Ina0 | DadaTey
- A9 100 1,741 633 IR, (00 900 SN penmg| il Lt L-" ] L) E
s | sseen]|  avsiam|  veosawn|  seooeseo|  aosaan]  seesanm| iweam| s  sisarse |  aumim|
v ssaol dennol wsssao]  woons|  vssssol  nassom]  iemoo ] maz] osewol smess)
i) smeu) Jwmewe| ey 0 Mmomwo]| 2 paae|  JTamom|  pMsim wama | aseewasa | deamss|
v arazeel  dmano|  adedas | ooooeoo ]|  DSMse0| ST | Lo wogn|  ssadl 0| lamonos




_ 35 D 1913.004 _S1AS R Moo | asaesa) 15 43,000 1272200 ]  oemci ] 4ddaiie]  LASSNM
41478 e | anareTh a1 ) | wsmem L IPE.330 11 apion e | dmanaaz |
T T 200 B Megonno | Z030E o pe b T L1800 117433 a0 | ) ESaET
460 00 3. 764 540 2315 Bt 34,0000 B 205, 3015, .30 000) 1315280 10735 apoatsa | nTsave
1 Y2000 Tagnoos | A0 oo Maoo0oos | preos | D000 | 12esen | OPOEA] neisame | aezeer
4 40 L) 2 H5THLIND 1 000000 0 THL 18D 20731000 186,830 | 21878 amomas | amaiz
70000 & 458 000 454000 | V03 | AN A 000 SpAsLog | 300K 241504 | BLVELS00 | S Tdkde
arsaon|  amsaew ]|  ensras Minoon | TSmsen | TS| LITRENM | A7 s gap 00 | isdgim
Prer e 1861034 §1818.7T) 35 DR T ARITE srainood | pvsosm | s snszedn | 133 Tas

53000 LA 130 ALETT 440 165, D000 15227430 | 33.377.008 1,261,350 104,113 SAOIEASD | ) ss0
TL000 sasinn | wat000 2006000 7,454,560 AT ASL000 1T 9T | eRagTae0 | dmcams
1.460,000 1560000 | 181720000 aipooggo | 1700 KIATHIO06 | jas0000 L3208 | jeaanenn | 110766

Msenind | dovtewie | aipSoets | BMTe0eso | LEIANRNSE |  LAVRERAO0S | 1M207.000 ) 0 w190 | AoTiowiisd | BeCiEem |

113



L LANMFIRAN 1N
PAlbl DITA MGG PERISAHAAN

FT ABC SURABAYA
AFTAR Gadl
TAMLS 3015
| ™= | cpnan | cora | st | T | Tongon | | Bae sebuine
M| Mama | i “risban “rbalan Ditayar | Trasspari Makas bl e ey BT
I o s - —

1] a 2| P T 051N ABE RN i 3 311 _;'r;mn 2 000 A DETSES 49165008 3457345 |
2| w [ ol ™ 848,500 L;:ru_!m BITIM40| 0 TAOO000 |  ASROOO |  &430800 BT84 340 5.184.717
1l ¢ 1| P kil 152 i) | 2 el L0000 | 6 265.000 1947 300 SR 2 1338110
¢ o |l afelra] mossso]  gemem| somisss]  ramoe]|  szessee]  sapesm B0 AN 40 39,417
] & _'i. L | k2 41 046,000 1,91;_-:1; 1171 840 THO0 | e300 | 44350 ThesLM | AsRAiT
| P ™ il 703,320 13921 |8 poEndi | %eono0s & 280.000 5592110 BA THLAAD 4338703
g | RIPITR] @GOAM0]  pese)| o mexs)  tsoooe| sxeanse] a3 elazasee | g
|l n 1] P T TAS.500 £ 168 19 2950 181 7,800 () 24 (00 A 143, 790 #TAATT ARSTATH
IR EREE M0 | weasin | zmran o ) LT S45T7.74] 4 T3ERT
. _;p | L]k "?-"':"H' IZIRNM | rsndeee TRO000 | eS8l  SIILiM Biimaran)  aRs0ad
s ok | jLika] eessmmo) semsn| emess|  taoew| seow)  ssews L0 a0 adss 577
o ! 12 {L]xe 4LE07.230 :I.‘.I'.|1:.1m. :qm_u Teo00ng | sleannd | LT G SLITL TN LIIRARS
: i Iz |_-_ K | ALILIN 1,75T400 paom | rseasm | 240 (00 A ra1a30 | b AR AN L EITERD
N 2 | k| K3 LG (00 7. 560,000 100000 | 7ae0em aane | 7300000 } B, ) AT57.000
s o [ nfL]xe e 1994014 1P TV 7 WO B 00|  RessaR ATk L 35233 |
sl p JafLlne wisiwn| oo yomew|  jsees suooon|  amame|  seiesw 13018034
il g | 12| LIKD Het.500 AT M 708 T WOO000 | 4240000 LT3 300 A1 6 310030
| a1t Eﬂ HAiooo = 1706800 | 3 7m0 7800000 | sje0000| pTiese Al 168 10 33002

114




i

T ar

g | 2 ILIED Lblea ) teooem | a0  rmeew 32700, s
P | BjLixT HIRM0| e preiim | yaooeen | sdseoo | R LE B 4 100 | L R=INTT
u | LKA 10900 1750 LEG0SS | TEOOG0 | 400 | 3tawe el 201 KB 1I30 0%
" i L| KA w l_-p?]__,.ﬂl 23000 | 7 a0 a24000 | & 00 77,35 ) } R B0
w | 2Lk METAN0 |  awodso| awsers|  7seeeo|  sneoo|  aswssss BRITRITI| Aoowend |
x | | L)Ka LA 500 asseen | 1pauy __dmeneod | adeon0)|  assasss Jsa LT
y [ L]k SEMARI ) asiimo)  aeess|  7meoeoo| sqeecoe|  ssmel  maarees| auieses
z |2 |Lfxa shadissd | ssiizol| gedsese]|  7sweoo|  sdeco|  ssiie BE17T 06 L4169
As | 12 L) Ka AN ]  arshoeo)| pse00od|  teo0sto | sdacoo|  RTeanee 4990 006) L
ap | 12 | L|Ka MER008 | yreaom | i jmonom | gzeeooo | xreamee | edassam | 220,740 |
ac | 12 | LIK2 MIRI0| s | w72 IMOS00 | MO0 TN sdAnads | LR T34
ap | 12 JLjma| Mmeme]|  aymen) iwoses|  dseeeo|  wieew|  avmess sadonien|  dins
ap | 1® L™ it 148414 I T MR 7 B00.000 aennm | rresan A 5 el | LIDSAT)
A | 12 | L | ®A HADDG | arases| g meam IHOOEG |  SJ0000 | 3 TiAS0 6. b5 1) 3 i e |
a | 12 | L]xe Moo ] yronoe|  imss|  tenoto|  sdecm| Lt 4. 144 ) AR 200 |
Ag | 12| LIEA A3 Y0 ooy K 10.000 | A2E B0 7800 00K 4240 000 i | AL 1 J0A
Ap | 12 jLiKT] 1000 amuie|  amaag TEO0 | e300  ReeLiN | 36,488,432 0 00
A | 1L ER Sacesd | agmanr|  psator)|  reoooon|  sseseen |  assarm |  stsssew L3 8
ax | 12 LIRS MID0]  arise]|  pmideo|  teonoo]  sdee000)|  1Tsom e, | 200 305910
A | LKA MM | amiaoee| o) vEmoo| sdseo|  1misom .11 300 1208010
Am | 12 | P | RS MADE0 | amsaon)  pwredd )| reoooo|  asesnoo|  dmaoma | savense 1179,
aw | 12 P TH 45979, 108 1K 4 |LENT A0 Tannon | 4zesnon 1Az | aisisl | aman
ag | B JLITK BMO00 | aemone) piageeo]  TEo0p|  anesoon | 4 | T4 500 1714 T
Ar | 12 L KR MS000|  amisoos)  pmaden|  raoood|  asesnoe]|  amsom | Bd.1 10300 3.3 6113
ag ) B JLITh )] AN RAMAIT | s Taoaonn | A 368000 1HEEIT |  A71315%T 1136628
ap | B2 JL]Kn MA00 | peno| jomme| TEnme]| adencs|  1senem 74208001 1.3 08




ag | 12 |P| ™ 4530614 PR [T-F 7 0 500 §248 000 1. WL 19 63.15K K14 337 00
ar | B IL]T ATATAEM | aesanee |  pweeas|  7m00000|  Al4boo0 | 14dn 82371802 e )
Ay | B[P TR aammd)  apeom]|  psouseo|  gmseseo|  saescon | dgsoom AR (4 8000 3404 780

av | 12 JPITR)  seamo| ameanoe]|  jageeo)|  7meoeo|  sxsseoo |  dassnom s ] 1Mk

Aw | 12 L] TK | 1600m0| o000 )  szm0c0 ameoos | ssencoo | 10seaond 142 330,000 000000

A | PR 453 5460 D) ANNL06 | jemdase smooooo | azeseoo |  dpeem| ssriveso 1488620 |

av | B2 [P TE o) soonoos) pewoon| o 7eomme]|  An | 6000000 30 4. T4A. 000
Ar |l B |F]TX] A0 yanoog | 1 eo0m0 | TA0000 | ateaseo | Lsssom B0 3.97) 00

ma | 1 e fm| a7.143440 1HTALEN iR TR 7M. 243,500 AT EN HLET1 M | 1,363 950

| T LI TE ST 1714000 1,81 2000 TR |  AMANG)| 317G R 1246 140
ome | 12| L)E1 TROOOMO) gnoooon|  pesoooo|  meooood|  adenoeo | noneod 0920000 4,748,000

mp | 12 | L K2 RO00000 | | 1.000.000 34010830 Tanond | pdenon | 13000000 B 20 O . 000 )

Saiat Arsoninind | pessvain | precest | wsseacen | sesmose | sassms |  sseasarns| v

116




LASIET AN

LAMPERAN il
PAIAK DITANGGLUNG PERLSAAAN PT AR SURABAYA
BAFTAR GAJ
TAHLY M4
S PP Pasad 11 Coajl Saitn Srivkh Pk
| TR | o NN | A———"O FTEF FukP -
Dibayar | Fesgeesag | Mme Seishms

e Setaban Sebrulan Setaban Sebulan
| masse| s steum waow | e IR0 | )4se00 ipiesn | arsesem|  peessn
2| masso) semarr]  worse ] dmecdmo |  snies wmisaoen | 2 izl | mesmersn | saasm
3 s | aepise]  evsom|  seesiew |  grojoms|  rraseeee | 1oensw pinees | asseoson | aemses
[ oo | smmarr]  saTERas Avponion | anTeLey W | tamo sorasn | s | sniaose
s | ses] avisEm]  sadiaa anponong | 344164 sasiioon | 1 zmme b1 TER s | isiae
w )l wrenl|  asoans]  morewr]|  deeaow | asgam sprazoon | 13emi0e wosn | wrawsmw|  ssorsis
x| asever)  damam SO UM Mepon 000 | 34 s jueaioes | 347108 MRS e | vesmes |
s memar| semae|  wmamm 3 DAL () S5M9L1H ssesao00 | 1anrend sy | sestismn | sesves
s miessn] seses)  sanen | sseemm 1,131 903 siazioo |  7eensss 2TAT] sarssm | amum
n | épain]  dmemanr|  seanom|  ameoned | 3isisen kol psImTE [ | siosesso | somsrne
x| wasml  sierr|  sassiie 3,800 048] O 63 woosoos )  assaya| s pamsrso | seenem
s | emmms|  dsearss saronei? | assonscn 15307807 . 07 0300 84,340 a4 440 samzion | deendi
n | dsemar)  lasso i 354 aimons | A 13,7590 faat] i caid 250 | 3680348
s | eoome]  sesmoos|  imaniem A0 800 0. E41. 300 g | 407248 awan | misgrase|  2isnsm
s | dmess] seem|  susnam 25 00,600 20830 | jeazioe a8 77171 menrn|  ames
n | i) dssosn| stsseem L0002 ipesvasn | izaamen A2 A sLaM oo as | asdiam
s | sssam]  desrsm| ssieese 0300 | 255509 frssem | eamssn aanaw | saowase|  aeseen)
o | sssme]  dsuam]|  sasiem | sesss 1L Siamm LS § w24 500 izt osssse|  asanam

ir




LRl

SR LE

i L] TN fLIE I H AR (% | H-.ﬁlll:ﬂl_ Tt J.I._H_-ﬁ
i jﬂml LR re B RL, X (] Ak 0 3060 | 15 K2R (B s W T i P : H3. 540 ikl | s A LATT. AN
i 450w | b edb 050 BLOKSPR | D00 OO0 | 190178 M R 0T | fa s L4 | 48630 1aPuit)
x| spo| aammo| Torwe| weosose|  wssrme|  sesecoos|  psio|  jswoss|  sammise|  asms
x SEL M8 357 AA3 5480490 A% (K000 | 1585350 A0 880NN L0 | IZTALT spaaveen | 4 7TRSE
L SHAEETYH LR Rl TioaTaT | A% D 0 S TET&T) T (KR . i | L 0] bl TR Iuﬂ!'.ﬂ-ﬂ
s ewngos| sowws]| momew]| gesse] sizwswo)|  svmoos|  seesen|  gmiens]  esorisso| s jesos
x B 405 5.0 ELT59 48D 00,500 | &1 25%.580 ananon | 20aeen 171903 ol (YT 4800 5379808
apoon | aevpao|  sogmeseo | weonge | 1aeiesw 13,910,000 mg 800 | 86291 304500 | 1m0
| W el ] i Bl TR A0 A P | 15701 540 ¥ TR . b e B . -|-|.|!|Il.l:|-|:|_ _].I-!'II“
2| wwm| owen] mosas]  semse] weses] soswe| men]  wee] cwae] sem
| & L L o [ R & O 15 TS 3 i ) THT NN AY 501 A R 3 300 JATLEIT
(s ] wmam)| gwosars| eommus|  wewses|  msmas|  samom| it 01880 | anromadn | dssisws
ol swamw| o] eosum| cwemo| wsem|  mswow|  wsew]|  mas|  oseso|  asiom
[ | sdsaoo| aessssn) eosmen]|  wedsso)|  vieesw)  damoon | poseass wited | wsadse | asnze
| x| astae| A0 _BLATILAA0 A2 00000 | inatiasn | 1RATLO0 ani 440 g1 | savsasn |  ammens
s | ioess| cowmese]| wawmaewr|  sseaoe]| ey saaviom |  venssm Eses | BoLarRoRD |  wasisms
x| aswrr| dsirws| eamieas)  srecsmos|  wmeas)  moses|  pissss ousad | arasatia |  ieasass
. 4000 LESL700 BLAGA N0 | A 000.000 15, 4 4 14 A £ 7 843 a0 | 1AS03%
i} RE3 ] 7D _wl .2 Dol N s S0 |4 bk [N w21 800 e Gl Y A ASE D ].Hl_.ﬂ-l
s | swve| demam| eamns]  wemoos]  nvmois|  divisos | s asi?|  aarvraos|  desam
w| amywm | ammss) sise | laeoo | el munem | e ez asnsu]  aTawN
L A A 4 a2 18| FOLGELAD _ HDEE D L THAL Y Ll N4 S0 | T3 300 | (LT ] £ RN B [ Rw BT
s ssso| desive] eosssess]  wemen]  assen|  nissess| o moday|  ansoaros|  neasas
x| amana| semse]  somss]  sseecsss]  3vasw raem|  gaanie]| prmal  awsmzul  imaas)
W 713 M _ RERGTED | &RV LR o T Dini (amk “J'".ﬂ!]': 150400 | BT T D | ]l.l‘.'l.bl!t'

118



assind | 3713004 &1 AR 400,000 2544201 maasom | 1amzs BAT T sania | essie
aars|  dsuooe|  evsm|  seeeoweo |  mianm | mswmose)|  i0medse e showiis | maisid
_Ax) 2T 1AL} Tk | AL 30 Redt 4000 [ 20208 Ry m.;-_'l;‘lm 73 oL a0 F AT
ssason | dmeesss|  exwmeen|  seseduo 26,40 95 WIS | 131528 ) aspoars | rTsves
Ciamons|  vameos| iaseoneos|  seeeoson |  iresecoon |  niesoeste | izesaoos| semmss |  ymasaoon | sesesr
_apgon | demze|  ssmiam | eoon SHALIN wTan00 | 1ABA880 | amemiese | wooain
roood | sassoos|  peasaoor|  seeoonon| masooo|  snasaooe|  panaioe) w508 | epsmi e | sTeres
atazon)  dmees|  eTases|  desoboo | ITsTasE FLSM0 | 19Tme AR | AeE41000 | Lmedioe
sT7aM ) isspma]  ssinTn Moo | 3TAI0TT) FrRie000 | 1 390400 | 11587 anjszee | ameoas
pams | dssesel 8118 mptnnn | 3437768 mirem|  jaam 3110 amais | jessms
wel| . Seooe)|  samiow|  aoewmew| ataseow|  easiee]| iwmwe|  wers|  ewse|  seams
LT 74641 (X0 181, T3 (W 444001 ) | 38, T3 00 parTae | itumon | 12z 404000 | 11 7 ALT
NLAonied | BaReTanE | LSS | deveoamn | iAERTRs | imimasases | ninni7eee | sasiaw | A0TTTRRIsd | 2seamiess

119




i, LAMFIRAN IV

TUSIANGAN PAJAK
FT ARG SUTHABAY A
BAFTAR GAd
TAHUN Jois
Samtm Preml ;
oy ] Gajl Feliak | Caji Pubod |  Assviasd | Tomjanges | Tesjeagss THE Nemjangen Fenghuslan | Barys Jatmiae
(R feranan Arbalen Dibayse | Trasspars Makas Pajak Eruis i
| Peritabans 7=
' Al 12 _" ™ "'Fﬂ;':-" amrent| sz | temos | szeas L7 Y |0 MLAAE 1459t
Il m | RILIEN TAGEe] sswa0] 3000 | THO000) Adeaso|  asMAe]  ceesss |  p0a7e0s0
3l g |12 |PITR] MOS0 ] jppson| psedides]|  Tamom|  aleRooo 33 300 pwrsen | gmsemred | 3o
. [ |1 _E:"'-'* ”ﬂ‘ﬁ-‘[i' A0S0 ._I_J_'.H-I.-I-H:I TN | A 3eRED BRATOS00 | DaaRan | BOLITING 4148 KT
(3]l g {2 |L |k DAMI0) sewso| lidso|  TEOM0|  aleaseo aimane | | re.m0 TABR. |40 3, 743457
s gl izfefm] smsxe] s :I_'I-.|:|:_:|-1.1 TR0 | A DeL000 3921 b8 apnies | morml | desmsn
[rlalu[e|mw] smame] somue] sssizs|  zsoome| sssasee LTRses ) LML) sENss] Lise
sl g |02 |F|m TISMANEG ) sissven| Jossoey|  Tao0om 20000 £ LA V) 103 B BO0LAED 29T £.004 |
sl g Jurfefm] meeoml seuen| sesen| cewew| spmom]| sewew]| zewem|  wsom|  amom
] g [ el ssnem] caige] seisess|  vamen|  sseom BRI iamrsel  wiewone]  4vnes |
5l g |1 JLIKG] SAMAND) sowsn] 26Md0| TH0s00| eMame|  dfmam) jendssl soessel 4 :
o Jorfoee] smnam| srpesl imgae | gewse| epeoe| 3o mivel ssasmin]  sasven |
|zl wesow| soope]| iwmaw| cewees| ssome|  arsmem _TRoss|  edapate 11T TN
] W | iILIKED WO | renoes | leoson | Ys0.000 S340000 | 780,000 LTRSS 1931245 LSMLATS
o o |2 ]L]ke]  srimam _;.;un m;m 3 AL (8 151009 Wb Lol T | 14182
sl e fnufes] ssssn| srnwe| imoow]| smeme|  ssoow]  azwom _Eah | AT 33605
xl g | B]LI|KD MATEN | jresee|  peated | 1800000 340 D) 1733 50 &T7esa ErerTeer 3,243 7 |
o w | fr]en]  ssmem ;I-,I;_:;I LTSAEn0 | Tm00000 | &40 1718300 P 400 406w e 3,250 %ii

i



s {12 )UK MINON] sevwn| waadie| ramow) aseseen]  awmae]  modss | sasndsn
r | 12 |L|K2 D00 acanseo| L | 7o redntn | 3 fud o T 0 5391780 134 459
g | iLik GOS0 ) aveeno]| iMdses|  TAOOOOR |  AIAA000 1. T3 0 HELTM B ASLANL B rT1H
w |12 LK) S00M0] sweson)| Je000| T800000| 620000 400006 g 100 TH 084, 100 3007304
w | L]R2)  mEme0| goman| tasery| teonoos| evesceo|  aeemss) gsmose|  mowgng]  aossse
x | = |L|K2 HAT A0 4580880 | 71817 T 80X () £ 283000 330 Gl 1333, 558 Te.5688 24T LEMNEY
v jLjen| eeime| ssnmo| desssw| reooon] svemsen]  ssiime]  snesess|  wwsowss| asaner
£ | 2]L|E BENBAEHE | 4qpp 030 | Gadsdde T 800 000 arenoon | 141178 2043 950 T LN 04T
Laa|te |Lfea] 4som0000) ypsoe0| sseowen| 7emoos| ezeaceo|  arsane 500 5185, 500 1359373
ap | 12| LKA MERO ] 3 mex 139200 TR0 (50 AISRO00 | 3140000 THE1 30 R TR 1343 200
lac| iz jujeal  saonmo| souum| soeraig| remoe] ssemseo|  jressse]  megse]|  psjeesss 1368520
ap | 12 L] Em0|  sopen|  1miam T 8000 prenoen | LTHAMN THY o B el LT ail
AE | 12 JLTK tl-'_"-‘-'m' AMids |  wrmn | MO0 )  adeaeon|  LTesas uuﬂ_u' BATINE4 1.3 44)
AR | 12 pLKA|  SAAXIO00)| soypas )|  itmaaso|  Temoo|  atesoto|  atisse]| easse 5 [0.RD 3.3
el B I L e IR R ) 260,000 3,730 000 LA 30 B8 B3 050 1364 13
an) 12 L (K1| a0 SABS00 | IAIERK TR0 0 T Y R 550 8153 156 131118
ab | 12 | L |2y 'ﬁ-ﬂ"-"fﬁ'_l' 9001, 130 4347743 TR |  Bieansd|  eewiia | 7ATAAM §d 203 on D3 (0
Cap | L] e ] gpesass | sl T 800068 i 0L 00 S 0.233 LINSese | 4R TTLA) 3,468 7
ak | 12 JL|Ka]  dasme] apsec0| pmowe]|  rscosen|  sdeoos)  avisom TN SARL 500 3348479
AL | 12 JLJKA| w006 ]  sopieon|  imgaeo | maoooeo | sdenoon|  aisom Sl 30400 Lism
an | 12 | Pxol  eEmed|  yaanaen| 1y T R0 £ £ Q0000 1,735 | 5 000 BT 1.3TH0]
A | 12 [FITh|] 450018 senow| 1o7se| 7800m) sdooe) 1pere|  imiisel s 347004
ao | 12 JLTR]  SREN000 ] gpmeo0|  datem | Taoose | ddwnnos AdTobos | o e RS 1LTR
Ap | 12 J LKA 0G| yypagen]| b0 | 7800000 240000 1704000 1,673,300 E5191.503 1.299.475
ag | 12 | L TR 47 TR0 A UREEIT | e 4 34 7800006 30 | 18IREIT ' [RUTNETY IR 1434 kS |
AR | 12 QL NAY ATINOOR o aenenn | o6 1800900 S3e0000 |  ee0dm | 0T LA JAzLeT




A LA

%0 AE | il L 1,830 353 TG00 | S0 AT ST 1372340 il 1 1,431 345
sl ar [ 0 LITK] AT | gpaaaom | naeecon ]|  reonso | asenem pesenom | pamasn|  mnnae 1417348
ooy | 0 PPITR] 00| gopnpo0 | dsnemm | 7eodoos | sdenom a0 | pasnam 0t 1 1AM I
slav |12 |PITK) maem0) yasoo| iasowe] tswss]| s | asseseo]|  1uisaw 87388640 15604000
nlaw ] 12 JLITK] 1000800 jponetn| Sasooos] 7800000 )  sde0od | jLooese0 | |lasasto 173, 1 LS00 .00 000
%l oax | 12 JPITR]  SOSE000 ) g, Lapane | Tmoaneo | agenod A, a0 P30 | 7 1535 544
W) ay | 12 JPITR]  TRO00000 | gopnoon|  remoos|  Tadoon | s240000 Ao00o00 | vommio |  eremim T
5laz]i2|PITKE s ige000n | 1soomos |  TEo00 | Ao igsdaen | LT AL 799 300 1ARETS
*f e | 02 fL]m™ MM gemam | isera ]  rmweoen| szenem LOTLAT 1300 | geoer e LWL
Slpp | 12 JL}TR 530000 | 37000 181 2000 7a0n000 | 6240000 LTI000 | 141380 64188 150 18041
Lipc)] 11 )L JEN TLOGOO | gppnomn |  tamooos | teskooo | assnoo ADNBGN | 21TE N0 1395 W0 AR
| oy | 13 LR 154000000 | g o0 oo | 630 000 TE0000 | ade0o R N T 0, TRE D00 5. 00K

Total nisaapnies | Jetmnains | DTeeasrt | desenees | SRAMI0 | TRARMLERD | (ELI0TS00 |  LaN1ee1aTH | hidssdesd

1




LASIPIRAN IV
TUNIANCAN PAIAK P AN SRARLYA
DAFTAR Gl
TAHUN J1%
f— £ - i -
P Peaadl 34 diaji wams Senelal Pajak
A el Jumlak Jambas dajl
a FTEF Fik P P b L il = =
Ty ai Fesguraag | s Seiakias I
Ky i s i TalEE ol bridaE | “ellihmE il
B, |  AsESR) AR  eCRRLEN o D0 K H1 A0 OR1 M EAY Ol psra | LETALE | ﬂ_'izi._l_!!'n’ .l.'ii_nT'l-_d_
p i Tl el .00l £ 750 ol Al A (S ] . X . ] I.‘.I_!-I:l.l'tﬂ I t'.-l.tl]_ 5 T A B0 | i_._'rl-:.;ll‘.l
Ly AR} %o | Glcmin)  Makaso)  Memigl pesano] juriel  (pgnl  sansiol Lo
i TR ST | WAL AN DEI (0N 22, 107,.0%] | 1215 60 LEILEN) A8 | H_u_!m-n: I-.ll.'l:.l'_"-|_
| 5 !-.Iﬂ-ﬂ IJ_F_I.H'F MLATEIHY umm AN ___EJH.M !Jﬂ:.l:q j e ST | &) TeT 300 _ljl;l-.'n;l:l
x_ (eIt k] 5 LNl [ AN & _hjﬂ.m:l -l':l_':lll.ud'.: #7491 5000 1.9 140 i | B3 W AT LG Al T
|
p | _-I-!_l:L_'i.'l!I 3.'?1._15 ﬁil]‘l';iﬂ H.ﬂl]l.l_h_ﬂ po. 8 g PEP B | E.Ii"]'.m uu__1_-5p_ | GERE] | &5 TR | 200 8
| I |
L T 3 7] w0 SaTILge ) e DR S TLE 2 | M TR OO 1807, Nl LI — pEL LIS
|
] Tis54] po g ] el Bk W Loty DR (R HHJ.IJ'I' 5551000 L ] ) H_iﬂ-l- a!__tny_:-n SRS
p -lhli-l ll'ﬂj.l!!:! i} tlj.l_L_llI:]- 8 D) 0 | ]-.Ln.l.L'IIJ :I-:_l.i:l:l.‘.'.l!l:n Lﬂl.E 15 AT B & R ANT
L] L] 5 223 4b0 ELEL 12 | -'H-ﬁh-l:l:l_ﬂ' SOEYE 18 | AOREE OO0 o (H ] B0 [t r i — R B A
W ALR07d LR B -lgl.l-:ll.l]'!il: 4% Do (ni T 450 05 T i3 00D EilaM) !_Ij.l-l- l}._ﬂ-l.l_':ll :I..!-u:'l_.-_l:tg
5 -I-HH:J ]'FEIEJ " -I-I'I‘!'I-_‘_l:! mnlh' e | BB Tl (W5 ur.-H_-n [y el T R AT, I
x o) GBasty|  WZiSims]  4aonon ] euISLESE]  @A3i000)  ahiaa )| JwnvaR] BRIl 71113
¥ | dTdARE N EFR 1) i 4411 AT | 44 DOl (e 12401 37 PR b/ e 1] i el g H.H'I-'F'.I'I- ZI.I‘.'-LH!
x| esu] denwe| eMine]  saemme|  noinsl]  ussoe]  eoosel  soan]  aeiaisel s
5 AL ATE e 3 | #1188 g A L R O fhoSSAsSy ) B} 0L000 BET A0 ] LA el [ 5 BT AEE
] s, 37007 | ] 10| e A7 D (s FRLI5) | 1% E5 Y S0 | i LAl ] l-ﬁl'l_ﬂ_t




sorso| drweos| exvimen| ameoooo|  wries|  wmsoe|  mesee|  sas)  assnes|  aTeases
0| avgesl ersman| aseoo|  weswan ] wsmos|  waswl ewom|  sesse|  denan
wsawse | ampea| sasisoos| azecoom| vssiwoms| pesisooe|  essese)| moews|  sasosse|  asrese
seanon| asnims| Manes| oeeo| sraoms| waos| ense| o) sormese|  asass
sowoes|  asvxa)  mevnie]|  asecooo|  wrensim|  wreweos| yemisse| apum|  samom| e
seero| avmgw|  maemess]  adecoe| gamess| pasoce] gossase| | soesw|  ssnsew
sordon | stwman | wgeumr] semom| ogwen| onses| disiese|  mmem|  siemes|  suisns
sos| swan| woww| o] o] oeos| cwse] e ceme| s
asoson)| amerms) o eiseazi|  asecooon|  oweasazie|  peseanos|  mpe| i)  smsre|  desaw
smpo0| 3rvienw] eisnoo |  dsecoon|  mesiam | wesinoos|  meesse|  emess| e nerin

| s dmassi]  eiswien | aseooon |  essimin |  essioos]|  wwsss|  wam|  smgw|  sean
| simger| dvmrie) o erasmisa|  dnecooo]| owedsmisy]|  pesmnoos|  mse|  eato|  sstamm|  desrew
ssamy| dmeos| wreness|  weeoon|  seowiow|  mensoos| jwnsse] semam | sssew|  dssse
wsrm)| o] ewois|  aeoen|  wosis]  wosoo|  wesse]|  mwe|  gsgee|  dere
sadoo| dwani|  eisszen| veeeosn| mamem| paspoo| ansee]  siee|  osizem|  dswom
asrao0| arevie|  ereeeens|  azecooon |  pesenens |  sesoecon| imotwe|  mwm|  wsmow|  dmas
iovawis|  Toeoms| onimesy|  aseseo|  enimen|  evimos |  ewewms|  pses |  maerme|  ousen
apenrt) dyman)|  eavages|  weoscn| zivede| gavewoon| jamee|  sem|  waraes]| 3o
1 sasmon| assears| eazernas| asmoosen| sasrnas| wowem|  woese|  ersw]|  wssess]  deres
| siswo| deears| s | avesson|  issnsse|  jesniee|  smise)  wese|  geiges]|  dsjeane
el avpum|  simseos|  seeteseo| mosew| mostee| gptme] sy oessaso]|  dsdoem

| aseoe)| dmews]| miiess|  weeomn| zramsms|  mamieos| iasessa|  ness|  sseram|  3misnm
siadon| avdere|  missiwin|  seessen |  ssisin|  essieeo| pooes | s | spmsesn|  asnian |
sisgo0)| gt  miasayd|  wesosco |  zrasaias|  pamsess| pppaso|  snem|  avassow| a0
_amen| asrwie|  easmwes| woeoso| meseies|  mececeo| rasoso|  ieeier]|  esmnians]|  dassas |
ors200| dsenre|  mawean|  wemsen| mewns| mewe| pieso|  enwa|  ssmewm]|  dmses

114



ikl 7

x| aytesal ATmaT] e3sdaiee masooo| ool  1iLos 1681109
5 aumr| deaie|  edmoves|  deemooe|  mmsase|  menseeo| e |  imas] o saoisds] ek
w | amto| deasss]|  essmvan]|  deemos]|  mesmo]|  masweto|  pamam | g g0 | JamsE
x| amgm| awgem| esssenm] eeodoos|  grsssen ]|  prastese| wmose| s eepuavse | AmasaE
s | ime| romose| wresmosw]  eeotoos| wimsess| aviesesso | arrrsee| impass)]  nrzmsee|  emess
x | avie |  aossdan|  evianenn | daeoouos | 31143843 sidaioon | pdsvas | gmow ampoysse | Asenns
X mope | semess| waziies] seeconoe| o sasmiies) samoco| semssm| moas]  ssssiase]|  smiesm
5 gz | ernirs|  eemsavas|  eeonoos|  mmesinae]  memminen|  pesom | imase]  seevamen|  vmseass
% arrata)  desasde|  eSiditan)  daeedoos )|  moodime]  musioeo |  pasedso ]|  agiarel  somesso]  aasnae

agpooe | repane]|  ezacseni]|  desoonos|  gmazseni|  geaganeo]| psmiase]|  noaed]  anemarsel e
" voooo | stmasis| wivomoss| azeoneos| sewomnss|  wromeee| casam| st ssaswe]  amiam

. P T ] I__'an:-! Iﬂm: LT T 132 T8 060 [ el W 17 2342000 | 4%, 151 118 165 200 11513817

diseimn | drTeaise | anarimest| paevecams| ymvimest| psrreviees | imssease | jasensss | deeriiasss | asssvisis

P




& LAMPIRAN V

ur BAFTAR GAJI
RS i i — ._F::-_
Tunjangan [
- Promi | Tegesms | m Tk
SR wl | Tenjesgen binkan k| Asnen
Sdnim Polsh | Gl Polah wesipnr. | Se—p— SR 1332300 AR 2,004 050
_ H “ m | 2 'Hf-.m mﬂh !H“'lm' —
ama - T T axsoe | 3T | nasewe
o il - A A0 SO LN :Jn:-:l.u:u & 2000 + 300 P AN S5 m”'mm AiT3,
L TR 104 L | 40 508 | ramigpan|
ilaji2 )t ﬂ AT_MI7 500 e I::-J-I-:l- Lo L‘bﬂ.ﬂﬂ. -|.¢|_1:- 1591, 790 ] 2 An
|3 8 L P. en _"ﬁ""“"_’ e :_ujjl:l LS L FFLIe Y m.'m: SLENLON ] ) g
ilp )L ﬂ-l;hﬂl 4428 3%0 __T; T.Mx _EM 3T 560 ) 1 IR0 BOT) O 09T L
s] g [ 12 |L]ka | sl ems THN000 | A2e8000 s ion | Aessaso oiioa | asmnes
P : 1391229 | reas00 30| W 1780
o S =T ALOLT20 | g oe3 e _.Li!”“ .. J| JITLEIR mm _ L
- L P Tk] Tassasse aism u;uu LMOOm| e300 :I-I INEIN ] 1as9 ;l?'l'""'- e
LY H L F A0 T "mln. z y T8 {uK] L b P03 AL B ]_E}_'Il*
i (P Ty IBi0 ] 35045668 g K4 S0k :
Ef g o T T BT T i - o T.K0 O s 1,733 50 P m
i I LR o bt D) S0 e Le0eey L S00N 1. 18100 i gl AN
i )L ks ATsagen) 1797380 L : el B L S LEICE EL]
vl g Ulxn 4400750 | A 1 800 ) 7500000 | . SR 36500
i ey 2 34000 FTLINE _ Bk,
-4 B LS e Y 1800 000 R Hasl
K2] 48 3 100 ; 401000 gaLs | 4
o N L | 00000 | 7 so0.000 e I - JEEM ] L30T
- HNE Lesnaid | L r 0| &Moo A A% 10 T
H L lea '“'J"_i LTRLST PR 1722 Hm — 4, 11700
x| o . __Il ok 4354400 LTI | -|1'i:i.7ﬂ- 1 % Do = - T
X plaib e = TR amowe] m wo|  twome| sz
L | T4 RO
“lo]H Lika]  dameoo| oneses
k2 —
=i I :




g | BILIEA 1E0800 | 1mddIal 700 LA II0 #5519 ATE 3134 G
T | i|L[KR Arapa0 | L seEm0 | T SO0000 10500 AL 11210 1304 ¢
g | =k STARN00 | IAieed | Te0G006 5740300 pa7omgnt | domsond
d B B 35 L . 40080 ot E
w | M| LKR aooaans | rasaoma | 7 ea0e 0 BLTmla | doeeam
x | |L|K3 4550660 | LiBAMIT]|  T.E00.000 401008 4 540 s oL HTL TR
Iy jiz|tLjen aapi T | desdem| femooe| azenem|  se 070 WA | deiE
g | 1] |KRn s | essens|  Temom 4011720 | msnas | dd3sn
aslm2|L|ka apsooon| imeoco|  rmmnes| A 1. 780,000 | sasise]  agmam|
A | 12| LIK2 Lsboen | L7eheo |  teoooog | edeseod | 3 je000e | pzmien | 1oshia
S AR Avadden | 1T T 7000 | pabaisel | 3e7r
Ap | 1| L K3 amiesen | ivenses | memaos L7000 | sszitale | 1261THL
ag] 12 |LITE prasals | LoeTEe | Tmong 3 7es431 | EAENLAN | 13wsa
ar ) LKA ATIRSOGO | ipmasma| T MO0000 LTi2500 | aA13T0 | 3
AG | 12| L KD Amaoe0 | Loassen | Teooom | 172000 | KE318730 | 32e%7E
AW | BT LKA Amiened | jagweed | maoooo | 3810 00 pAANLA0 |  IWIAW
ol LA L pOOLIM | 4nsanr|  Tae0m00 BE11 MAAITANE | Aoonsod
A ) 1L Arse Iy |  lead et | Tae0o 4080 353 ot bt
Ac] B2 |LiKA 174000 | 7wl ae0 T 80000 3 705 0 SLUMIOSS | 33eA S0
R arisoee|  ivozeo | 7mosm 1715000 | ssowrass | asaam
am | 12 | P K| ATasnee | Lmaedd | Ts0eon 1713 300 SENNE 19| ETMAN0
An | 12| FTK iapn e | pEvtasd | Teeogon | 1A I 008681 1180334
an | 12| LITE AT 000 1145580 7 B0 ) | a0 Teowa 700 | hEA.i13
Ap | 12 L jKD LYiSo0e ) I Teiden |  se6oc I sa24s000 | 333230
Llag) B ILITK AT | s | TE0no00 1AEET seassTsy | namaoER
xf oam | 12| LKA aseaos | (eoosen | 7sese 3.9 000 sgassion | darsas

1T



AS | 12 IPITR| ASS060A| awoie7) iasesss| 7sencon| edame| 1w papme | ssesasia|  3weme
AT | 13 JLITR] AT | sepaion) iwwange| 7ec0pe0| eqenooo| desedoe|  jadsom0 |  semiennz|  3esssee
ap | 12 | PITE]  mima0| geooo0] (eseseo| vscosen| seoon| amoooe| jamres)  searsem|  vemom
Ay | 12 [PITE] S85W00) jgenoos) |ksiess| tss0oo0)| adManoe) jmsnooo| jomes |  stasias | aimen
aw | 12 | LT 1m00080 )| yeonoe| sissoso|  gseoseo | essoos| yowem]| ssprsm]  mawsm | sooos
ax | 13 | PITR BIHOO]  an000e]  |SL0) 7800000 | 62006 | 400000 | 1Ss065 TITROSS | RSN 43
ax] B 1PITE| Tocen! secoow] dmeoel Tsessl sdaoel smees | jnesel  seasaml asm
Az | 13| PITK 41120000 3] CR I N 100000 | 24000 1A 000 | AT LS A e HAEL ALY
Ra | 12 | &]TE A 1eTaaze | 1 wemE | 7A00G00 | edu0pop vk | Lasesse §4.03 1640 Bt A
BB | 12| LITK| ASM00000 | gypaoos) imidoeo| vsooeoo | evooos| e | ggmerse]  saanize| vz |
o | 12 | LKA TIOOOGN | goonnes ) demooes |  deooeon |  edenont )|  sooooes | e | srarpoos | aemsso |
pp | 12 )¢ F" IGO0 | moonoos | 63000 | TS00000 | 600000 | 11000000 | IEJMAAN |  MTSNMA00 )  AO0MO00
Tl AUMMODOIBA | BAAANAIRD | IMTaonaeT | asisensed | amadnnod | senwiann | isedies | dasussasn | meimss




LAaNILTAN

LAMPFIRAN ¥
GROSS UP FT ABC SUBATAY A
AFTAR GAJI
TAWUN M5
o :. . ::i - o PPh Pasal ]| . Gagl Nemo Setciah Pajuk
Furyaman “riahsa ok a ki Sl “a-Tmi by

1| dmossE]  dzddes shESLE | Baneneon BOLALE TEE Ao | A3 FEfrE) x| o
3 et Y 008124 SALO00.200 %1960, 241 siomlen |  pwmase)|  main | Meansaw | aumm
i apoe ] asgees |  eaTias o (XA ELTILEE | mlein | pades reaaa | wnEvisso | aamess
i, TRRLASS | | seaTe A ra T 8. in00 50 weve|  mareo|  emoam I¥RE MLISTMN | s inad
5. A aaD ] AT .44 0TR Al IR oA TR REARO00 | 12381 ([ A1 7 0 | 4387853
. proat)  aimoes|  maoniao)|  eooecoo |  eondee |  somieoo |  zasas | aeee | ssedim|  simens
§ 51307 | aTasses A2 186411 Tos. O 00 saimadnn | s | e 1 0 *-"-"'1'1“" 1641443
a| mesr] swiawn]|  eiliam wnonoon | 9 zeds W00 | 3meam kissl | mueso 1 84) 807
0 tiaesi | ssimoes|  wmazor o DR 0006 422007 anasioen | aadiao pmnion | sazoee|  sssson
% S0 | aerress EL 10781 4 N suimress | aaorooe | psssas 157,548 sogetow | SimTe
x| esaass| srmasrl|  sedosas A0 | a0 sng apsmme | oarse |  imess sromsn | 41097 |
. damirs | rmyews|  arameg 44,0000 [y PR | w00 koo | s adsanide | dassez |
0 Aol | RTIIOSE sLmna | adeom rvraid | rarwrom N N | £, R i | nesina
u So0000 | EFaess | 1190l AR (KN} 4ol 6 1ok pipsin |  ammies)  wesra|  miganem|  Taoamg
x avason | an LA 157 41,200 () FRAAE1 Y 444 p0 L] AR dedvrsmn |  aerare
5 st | e 1T ALO0O00) | plemEn 11 09000 gangon | waass axnw | 1esse
n | asem|  lsmass AL 183 ansoanen | g1 ey BN aar)  saem|  gdeemim |  lestial
x x| o e T 1411 55 9413 00 srias| e aswism | s




14731 %

AL A%

X 0| AToTH|  ea7siees | swoenago 4,791 000 el w 1.7ThA5
a | wmwe| wvame| st | annodueo CTIRALY laartoon | moes #4218 smiise | 18Tge
u A4 : 3T Q00 fil Sl (b A2 .00 149 964 084 19 Sl S RN |  ELiER] o) eso 1,673,517
X saoon | asisoes|  vassens|  eoseceo| meens|  weese| pessm]|  seg] s 4 85 4
al swves) awvess] voisre]  wsoeose|  piossve]  wiosee| emzs| mom|  simsss]  am
1 Ao | A Y TLI 750 eSooooeel  Yiistesd]  rraatoeo| pseeiso]|  l4mel Sixeswm ALAET |
% eelans | somsse| By | BIIT000 | 3jsdasn | e seTame| S0
x gbiaoe| Simawe] wiit;r] seomel soopa) savizee] geas| o mem|  sisame| s
2 asmpo | wmzse]l  smomsn | e 16, 00 16, 03000 35,130 pos v dnsamss | desoass
X sapp | amaess|  sivmnis]|  ssemo| s e | Emsen | sandg 4ef 0| BeTosss |
. 4400t | . ATiesca ) siareae | ateooood §RATH 13 D Hi 1A% #9188 apoiyss|  damain |
. aisg | wnom &1 576 448 ASEOOD00 | BATsa B 325 000 650 |  eamsa|  sdsizeso ]| deanes
X s | dam | sreeisn swooaon | 6o dooioon|  iasasse) et Asdosm |  dsseT
N a4 1 1. Miora a4 eEs | A0 e d18 L EVANT ] BT LA BT 4143018 LEk
x aangon | amizime|  eismssn | seeoooon | memss | pemom |  Loois sLIT alssansn | lareE
" asr0]| Jymym)  sdesreie|  aeeooo|  jeastede | essneoo | genrss be. 040 ST | LTness
s | iovewds| dsasia] imsiaser| ajoonceo | wasaeder|  woeeo| semeoo|  vezeom|  ipensesss)  mamms
o] amemT)  uTTaoh|  fSAstoes|  anoooeon)|  mimstoms|  pesieoo|  pesnen0|  weam | masees |  desaoe
| esmo)| gemwn) siovous) wossse]  jerros]|  wavee]|  wnaw|  evan|  ovmie]|  sees
s | emssen] awegrs) siwran)| weese|  moeran| i B4 140 »177S LT MR T TETY
_a canpie]  atame|  eimoas)  wmeoee|  weersa]  premoea|  jssas Ba.02 avimizse | asesgm
s ] | amwsrs| eaiesose| veooos| rriesoss|  pvassese| paserso|  wasn |  swsmeom|  aviaser
s swigon) avsamid]  hitaiad|  desmioe|  dsvaies |  asvoms| oo e Hlasieon|  arors|
a apimon | ammose| 1 smese 19,0000 i et | pradamn| i o iy Alagasng | L&d 100
x ] dmsd| demwr| edesamis]  deomoo|  cmesams|  smseooo| ramme|  owen|  atmosa]|  ameim
. ariwe|  deopmas ] sessoans|  gemood |  mreseans | mssao | g aizee SIS abErag | dasisss




26T A

n| amsees)| drmeves] emamsl  dssomn]|  J6TIATH lanamen ]| il  adimsss|  Lesose
w | wmr]|  awissse]  edwnam]  deeooo | aweoean | akeooooo |  jeeiooe ] oars | seocoses | dsise
s | amom)| aswene] deiasm]| o]  peaissm| o pesasnoo|  jamosol| s | seiensn|  Lesessd
n | st dwwen]|  swrves]|  deemoos|  rmernves|  mervoos|  mmse]|  misimi | adetens|  dneem
L] 1.1 i LKl 'L‘H;LI:I! IH;I:_!_l_iﬂﬂ w l_l-{:l'”__'ﬂ_:l IH-.I:I_?.I:I_:# I 14117555 249 7 | | L& ABZ45] 0. T4 Jisl.
L] 455000 | 40521 2121 T B L) 0138000 1snse | waos|  a1sssim 1559 Wb
s ) moon| semem| wwsn]| ssemon] sewsm|  serrom| ssesse|  wwees| sasase]| s
w | amsgool|  deman ]|  swesan]  deooomoo]  dnewenn ] anweoon |  jenase]  poani | somswo|  demans
L] arasa | pepanar|  estersm | woosoes AnLal) L ] Eolh, Y 4428590 3156
x| asveon| awsse| soemsess|  demmoos|  sesssems|  ceamsooe| jomevse| mess|  sersvse |  vesiess
sd vmms| swessol eimewsol womis] seaesss] eoame| seimel o]  evseo|  sran
s | twooe| twoooe| o] wonome| idsesson| sseiom| jmpsiee| s | gmossam | viamen

dsoainn | demenasss | aomersrer | vsevesios | raseeisawr | peseesioss | pesscmes | soenims | ostesiess | sstesaen

m




6 LAMPIRAN YT
FENGARUH FENERAPAN KE-EMPAT METODE

PT AIBC SURABAYA
LAPORAN LABA RUGH
TAHUN s
g MTANGGUNG | INTANGGLUNG .
KETERANGAN UMY -
. KARYAWAN | PERUSAMAAN ANGAN FAJAK | M GROSS U
PEMJUALAN
Fmjuato i ____lasTTotaso | 1NT.E97.707.080 107867007050 | ST 707,050
o : 1 - 3 : -
Retue Pejualen (512830844} GILEIAMN (Si2aNea) (1289444
PEMJUALAN BERSIH _ LT IBABAT. 00 | DT BT 19750 87,606 |57 IBASET. 606
(HARL:A POKOE FENJUALAN % NI BAY. S8 LE% KN G YT 481 165 I8 619 453 145 MIA 459, 490
T-'-_'l-_'i'l-_“-m ; 2 ﬂ-ﬂ-t!-_'lﬁ ! !i_-_—'ai.-ﬂ-lﬂ- 20.54n 20 1 1y 2158 im0 26
RS frpa: : - ng
[Blaya Gaji Karyuwan Karvior . 1. I90.010.184 13808 1190000 14 | 1190010, 184
Fresti Ancramai Harvawan 137,600,407 127600407 | 17600407 127600407
Tenjangan Transpon 436,800,000 A3 0. 000 436 800000 | 36 500,000
Tenjargas Har biasa HSEM. 18 650,142 TR I 244.204.182
Tenjargan PP 21 j . _ . 112217500 | | 24,806 200
Hisya Kull = 300,000 300,000 300100 3000 0000
Totsd Hisys Karyss ss ivaseaT | wamiaenen 4482302671 | LA

1R



Higys Kanvar das Adminharais !

$1210.422

Ferlrghapas kartur F1.110.427 _ET30.422 BT.200.422 |
Pos dan Maseral A8 THTA a5 mene91 | 45,767,401 45.767.401
F sty 48.876.140 S50 | 8676340 S6.E75 340
Latnk dan Az = _ 331,764,600 351 Te 500 | 551 765500 551764500
Bisya Tebspon dan fax T2 ST A% ~ TrR4TAM | TIT A4 TEO4T A%
camyn D 34 309,555 1M 09685 124,399 65 134 299 653
Benin, PakirdanTol e 297417562 1T.EIT.062 | 197817962 IT.RITHE
Jarwn K ewmanan dan Kehon hae ELIRTTNE] I8 148131 | 181, 14K |31 181 4810
Hity Asrams ) 365880141 MEELMI | 0508134 24581341
Hizys Profoioos! 267 214008 197816038 | IET.ELG03E ~ MTEIS0H
[Niyw Pajak Bumi Hangusan e 52.149.050 52140860 | 52, 149 850 52,149 880
Pipa, Keeularnan 4. 1ER 041 SIaK081 | 188081 _S.061
Kenusm L LN s | BA2.541.074 52541 074
3 ¢ rakan _ 10.384.000 | 13,384,000 B384, 000 LEUERA. (0000
Hiayn Rismab Tunggs L] 4558 580 4. 558 840 _14.99E.840
Hixya Pergwatan Basgunas 239152 000 239.132.000 239.151.000 23132000
Tiaya Perawatan Invemtasis 5569900 5564800 = 5564500 §.566 800
Bisya Prerawtan Kendaran #9363 8a8 #1383 348 IR0 | 73,100,843
Himsn Kastar des Admisherasi LA LM KN LRSS 4G HNT LSS AREENT EASS AN KT |
Bisys Anghnd dan Ukspodisi 5. SEE 47 606 658 367 804 AT 808 6K AT 80
Hisya Komini _1.570 945 005 1470 545 006 | T ST S5 008 2570545 006
Bisys Percobaan  owssm| 5300 i 5,300 4,100
Wiayw V'enjuslan 015937813 LIMITIN B189ITI AL 819371812

15




I_TJ_'II';—-I dom Ameripasi N - B
T — 62.939.203 £2919.30) B9 300 62.939.203
Hiwym Pemyusstan b rmdaraan 17EIT2 30 ITaT297 3T 9T TR
Ly sy w—— 241,31 1y 241201604 241,31 1600 241211600
T ———— ) -
Perctapatan flusga Fibak 11 186,854 976 B84 978 115457 864 97
T N ——y— : S41651.470 841 651474 w6814 SA1ASL AT
3. Penjualna/Pradapsten Lainuys: — !
Hiaya Adeaniras Pask 33,200,241 33,200 241 | 13,200 341 33,203,341 |
Bisys Bungs Bark 330.006.911 | T30.006.91 | ¥30.006 91 | 330,006,911
Totsl Biays Frajeslss  Pradapatan Cainays 363TI0183 | MAIN0IE MAIINIS MAII815
LARA KDOMERSIAL 4808 438130 30020430 59T 5384332 136
P - {12070 : -
Penyroeaian Fiukal Srgaiié = : | - :
B FISKAL 5 S8 E18 10 2808 438 130 £.9%, 420,430 LARLIN |
EMBULATAN LABA FISKAL £ .50 AL AL DM 5194 20000 5L 232 000
P AK PESGHASILAN BADASN 255, 1377, 199500 LIT?. 159 500 149,105,000 46 000
LABA FISKAL SETELAN PAJAK £131.478.508 L IAL4TE S 4847315000 40081 TL00

R




Drs. Agus Sambodo, SH, MSA, BKP

1 » C : Registered Tax Consultant

ljin Praktik : SIH230 / PJ / 2007

Momter - DD RASA2016

Lampiran  :-
Perihnl : Pemberian lnin Riset
s.m Irn Rufaida, NIMLLZSO5040001 11044

Kepada Yth
Dekan Fakuhtas lmu Administras:
LUniversitas Brawijaya

Schubungan dengan surmt  Saudars  Nomor | OTLUNIOIPGZOL6
tertanggal 19 Jamuari 2016 perihal permohonan izin RisetSurvey/Fengambilan

[Data atas namna ;

M : Ira Rufaida
MM : 1250304001 | 1044
Progam Studi : Perpajnian

maks dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa  yang
hersanghkutan untuk penelitian atau riset di kantor kami dalam kurun waktu + 2
minggu dengan memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga kami
seluma melakukan kegiatan risct/'survey tersebut,

Demikian sgar dipergunakan schagaimana mestinyn.

Malang, X2 Januari 2016

rl{t E-u.lr #ﬁ1t-li1. FI\-1 T-l:l E’nr.f I:"u'-t:t I'I.:.-H-.ll'-t

dramgi o i Maidur Pandun B Balang, Tep OFSLE5FREI STAGLR (Runbing) Faa ORAFERTLSAT
Wabsrd wasy CIpte-|sesteme com  e-mel siptejsnatema®petas to id

—



CURRICULUM VITAE

RIWAYAT HIDUP
Mama lra Rulaida
'jﬂﬂl!.-luuin Hnmpul.n =)
TempatTanggal | Sidoarjo, 21 Aprl T E
Lasir —— =R
Agama islam —
Alammat | Parusm TIrh.l.n Jenggala, |l].-l|!|

UanLumhl.r_l-u-l'Tﬁ G-

m-m
mtnﬁ_;-._ﬂ‘nﬁiﬂ_ — - _! 2008 - 2018 |
_t1mmmwuau-m I 2013-2016
PENDIDIKAN NON-FORMAL
 PELATIHAN BREVET PERP BDANC Sl

2016

PENGALAMAN KEPANITIAAN

F2aff Dara Usaha

rim

KEPRIBADIAN
Japur, Pekmris Keras, Bertanggung [awab, Tertarik untuk Mempelsjari Hal
Bary. Mampu Bersdaptasi dengan Lingkungan Kerja, Mampu Bekerjn secara

Scanned by CamScanner

| #8014 |

FEEEE S _ S




	PERENCANAAN PAJAK IRA RUFAIDA.pdf (p.1-152)
	New Doc 15.pdf (p.153)

